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MOTTO :

“Kesepakatan tidak akan di capai dengan siapapun yang berprinsip, kamu

yang harus berubah” ( John. F. Kennedy). *)

*) Majalah Intisari. Pebruari. 1994:138
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RINGH

Perjanjian pemborongan bangu
seperti perjanjian-perjanjian pada umum
Perjanjian pemborongan bangunan te
tergolong dalam perjanjian untuk meld
dalam pasal 1601 b KUHPerdata.

Perjanjian pemborongan bangus
pertanggungjawaban atas risiko vang
pemborongan bangunan. Salah satu

pemborongan bangunan mengenai 1

KASAN

han merupakan perjanjian yang dibuat
nya. Perbedaannya adalah namanya saja.
rmasuk jenis perjanjian bernama dan
ksanakan pekerjaan sebagaimana diatur
nan  sangat penting, khususnya dalam
akan terjadi dalam hal pelaksanaan
resiko dalam pelaksanaan perjanjian

nasalah kenalkan harga bahan-bahan

bangunan. Inflasi tinggi, gejolak mata uang yang berakibat naiknya harga bahan-

bahan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka

akibat hukum dan upaya yang di]akukaI

pelaksanaan perjanjian pemborongan
skripsi ini untuk mengkaji dan menganai

Metode penulisan yang digunak

dapatiah dirumuskan permasalahan yaitu
jika terjadi perubahan nilai uang daiam
angunan.Adapun tujuan dari penulisan
Isa permasalahan tersebut diatas.

an dalam penulisan skripsi ini adalah :

menggunakan pendekatan masalah sec
digunakan adalah sumber data sekund
literatur, analisa data menggunakan anal

Dalam penulisan 1ni dapat dia
perubahan nilai uang terhadap pelaks
bagi pemberi tugas (bouwheer)
pemborongan bangunan. Bagi pembor
anggaran yang telah disusun tidak cf
bangunan.

Akibat hukum terjadinya pery
perjanjian pemborongan bangunan, ps

kontrak tanpa persetujuan pemberi t

ra yuridis normatif. Sumber data yang
, metode pengumpulan data yaitu studi
sis deskriptif kuahtatif,

bil kesimpulan pengaruh dan adanya
n perjanjian pemborongan bangunan
engakibatkan terhalangnya perjanjian
g perubahan nilai uang mengakibatkan

hkup untuk mengerjakan pamborongan

ibahan mnilai uang dalam pelaksanaan
emborong tidak boleh merubah harga

ugas. Perubahan harga kontrak dapat

1l
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dilaksanakan bila ada ada kalusula yang mengatur jika terjadi perubahan nilai

uang vang mengakibatkan kenaikan harg
Upaya yang dapat di lakukan

bangunan jika terjach perubahan nilai uas

a. perjanjian tambahan (adendum);
Perjanjian Pengurangan pekerjaan b
biaya yang ada cukup untuk pelaksar

b. Penyesuaian atau perubahan Surat Pg

Penyesuain atau perubahan harga k
vang mengakibatkan kenaikan harga

Perjanjian tambah-kurang dan peny

mendapat persetujuan sebelumnya

a bahan-bahan bangunan.

agar tetap terlaksananya pemborongan

ng adalah :

atk dan segi kualitas atau kuantitas, agar
aan pemborongan bangunan.

rintah Kerja (SPK);

pntrak, bila terjadi perubahan nilai uang
bahan-bahan bangunan

jesuaian atau perubahan SPK ini harus

1 pemberi tugas dan telah ada klausula

yang mengatur jika terjadi perubahan nilai uang. Resiko perubahan nilai uang

i1 ditanggung oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak (pemberi

tugas atau pemborong)

Dalam surat perjanjian pemborongan bangunan harus ada pengaturan yang

seimbang antara hak dan kewajiban dafi para pihak jika terjadi perubahan niiai

uang vang mengakibatkan kenaikan harga bahan-bahan bangunan.

Dalam perjanjian pemborongan
kehati-hatian antara para pihak untuk
seringkali merugikan pemborong. P

disebabkan kesalahan pemborong.

angunan perlu diterapkan prinsip-prinsip
menghindar risiko. Risiko yang timbul
adahal

risiko tersebut timbul bukan

111
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BAB

PENDAHU

1.1 Latar Belakang

Pemeriniah Indonesia berusaha

masyarakat yang adil dan makmur berg
Pemerintah selalu berupaya untuk menci

Indonesia. Untuk menjadi bangsa yang

dilaksanakan kearah kemajuan bangsa ini.

Pembangunan meliputi berbagai

politik, kebudayaan, pendidikan dan sebag;
yang lain saling berkaitan, sehingga salah

untuk mewujudkan suatu tatanan
dasarkan Pancasila dan UUD 1945.

apai yang terbaik untuk masyarakat
maju dan sejahtera, pembangunan
pbidang, antara lain bidang ekonomi,
ainya. Antara bidang yang satu dengan
satu saja bidang tidak berhasil maka

bangsa Indonesia akan mengalami kepincangan dalam pembangunan.

Usaha-usaha pemerintah Indonesid

merupakan suatu tujuan nasional bangs

Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999 ten

(GBHN) yang menentukan :

“ Pembangunan nasional adalah

dalam konsep-konsep pembangunan

Indonesia, yang dituangkan dalam

¢ Garis-Garis Besar Haluan Negara

aha peningkatan kualitas manusia dan

masyarakat indonesia vang dilakykan secara berkelanjutan berdasarkan

kemampuan nasional dengan me

dan teknologi serta memperhatj
dalam pelaksanaannya menuju pa
yang universal untuk mewujudk

mandiri, berkepribadian, sejahte
etikanya”.

Pembangunan merupakan usaha

kesejahteraan rakyat. Bentuk realisasi d

proyek saiana dan prasarana yang berwu

perkantoran), maupun rehabilitasi jalan, je

anfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
kan tantangan perkembangan global
ida kepribadian bangsa dan nilai luhur
an kehidupan bangsa yang berdaulat,
ra serta tumbuh kekuatan moral dan

untuk memciptakan kemakmuran dan
ari pembangunan itu berupa proyek-
ud pembangunan gedung (perumahan,

mbatan, dan sebagainya.

Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan di bidang

pembangunan itu haruslah didukung ol

masyarakat bisa berupa pemeliharaan gedun

eh partisipasi masyarakat.. Partisipasi

¢ atau hasil-hasil pembangunan yang
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dibuat oleh oleh pihak pemerintah seperti gedung sekolah, jalan raya, maupun
pembangunan yang dibuat oleh pihak syasta seperti gedung pertokoan milik
swasta. Membantu melancarkan peiaksanaan pembangunan dalam hal
memberikan suatu bahan bangunan yang dibeli oleh kontraktor maupun oleh
pemberi proyek yang berkualitas baik| sehingga akan menghasilkan suatu
konstruksi yang baik pula.

Pelaksanaan pembangunan dapat berhasil dengan baik apabila didukung
oleh para pihak yang membuat perjanjiarj pemborongan bangunan. Pihak-pihak
dalam perjanjian pemborongan bangunan seperti pemberi proyek/pemberi
tugas/bouwheer,pemborong/kontraktor, pefencana/arsitek, direksi atau pengawas.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan pondasi yang kuat. Khususnya di
bidang ekonomi, karena hal ini sargat berpengaruh terhadap jalannya
pembangunan di bidang ekonomi khususnya dan diberbagai bidang pada
umumnya.

Dana untuk pembangunan pemerintah Indonesia adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan pondasi bagi
pembangunan bangsa Indonesia. APBN berfungsi sebagai pengatur dan
pengawas dari pendapatan dan belanja negara. APBN digunakan dalam rangka
pembangunan bangsa Indonesia baik jtu di bidang ekonomi, pendidikan,
kebudayaan dan politik.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip hemat,
efektif dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan kemampuan/potensi
nasional.

Kerjasama yang baik dan bertanggung jawab mempuyai maksud bahwa
para pihak yang mengadakan perjanjign mempunyai hubungan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Kerjasama itu| harus dituangkan kedalam bentuk
perjanjian. Dalam pelelangan pekerjaan bila pihak pemborong telah setuju atas isi
dari surat Perjanjian Pemborongan Bangunan, maka pelaksanaan pemborongan
dapat dilaksanakan.
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Isi dari perjanjian itu dapat dibua

berkontrak. Azas ini ini tidak berlaku

perjanjian yang baku atau standar. isi dari
peraturan yang ada dan ditentukan o

tugas/bouwheer. Pemborng/kontraktor har

Dalam suatu perjanjian pembor
hal mengenai pelaksanaan perjanjian
memperlancar pelaksanaan perjanjian
permasalahan yang timbul, serta dari segi

. Hal-hal yang diatur antara lain

it bebas sesuai dengan azas kebebasan
apabila perjanjian yang dibuat adalah
perjanjian standar telah ditentukan oleh
leh salah satu pihak vyaitu pemberi

lya melaksanakan isi perjanjain tersebut.

gan bangunan, didalamnya diatur hal-

ersebut. Hal ini dimaksudkan untuk
dan menghindari perselisthan atau
ukum adalah sebagai alat pembuktian.

ntang lingkup pekerjaan, jangka waktu

pekerjaan, harga borongan, jaminan pelaksanaan, perjanjian pemutusan, asuransi

pekerjaan, pertanggungjawaban atas
pelaksanaan perjanjian pemborongan ban

hal yang harus diperhatikan dan diatur,

sangat penting dalam suatu pemborongan

Salah satu risiko dalam pelaksar
vaitu risiko kenaikan harga bahan bangus
nilai uang yang berakibat naiknya harga b

Hal semacam ini sudah pasti akan menjad

pihak pemborong.

Perjanjian pemborongan pada pi

secara tertulis dan dalam bentuk per
dibuat dalam bentuk model-model form

sepihak oleh pihak houwher (pemberi tu

Perjanjian pemborongan pada proyek-pro

pasti. Harga borongan yang ditentukan
pemerintah dilarang.
Bertitik tolak dari adanya perm

mencoba untuk membahas mengenai risil

isiko yang akan terjadi dalam hal
an. Mengingat begitu banyaknya hal-

ka keberadaan perjanjian pemborongan
bangunan.

)aan perjanjian pemborongan bangunan
nan. Devaluasi, inflasi tinggi, perubahan
ahan-bahan bangunan serta upah buruh..

1 masalah antara pemberi proyek dengan

royek-proyek pemerintah harus dibuat

:Ilnjian standar. Perjanjian pemborongan

ir tertentu yang isinya ditentukan secara
pas) berdasarkan pada peraturan standar.

yek pemerintah harus dengan harga yang

secara “ cost plus fee * dalam proyek

asalahan tersebut diatas, maka penulis

ko perubahan nilai uang dalam perjanjian
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pemborongan bangunan kedalam skripsi
Perubahan Nilai

Pemborongan Bangunan”

Terjadi Uang

1.2 Ruang Lingkup

penulis dengan judul : “ Akibat Hukum

Terhadap Pelaksanaan Perjanjian

Mengingat masalah perjanjian pemborongan bangunan sangat luas, maka

dalam penulisan skripsi ini di batasi hany:
uang terhadap pelaksanaan perjanjian
hukumnya serta upaya yang dilakukan j

pelaksanaan perjanjian pemborongan bang

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian d
skripsi ini akan dibatasi pada permasalaha
1. adakah pengaruh perubahan nilai ¥

pemborongan bangunan ?

2. apakah akibat hukum terjadinya per
perjanjian pemborongan bangunan ?
3. upaya apakah yang dapat dilakukan jil

pelaksanaan perjanjian pemborongan b

1.4 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran y4

Demikian pula penulisan skripsi ini penuli

dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari peaulisan skrips

L.

ditentukan guna meraih gelar Sar]

Universitas Jember;

untuk memenuhi dan melengkapi

1 pada persoalan tentang perubahan nilai
pemborongan bangunan dan akibat
ka terjadi perubahan nilai uang dalam

funan.

atas, maka penulis dalam membahas
n yang dirumuskan sebagai berikut :

iang terhadap pelaksanaan perjanjian
ubahan nilai uang dalam pelaksanaan
ka terjadi perubahan nilai uang terhadap

yangunan ?

ing hendak dicapai dari suatu penulisan.

s mempunyai tujuan yaitu tujuan umum

1ini adalah :
ugas sebagai persyaratan yang telah
ana Hukum pada Fakultas Hukum
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2. untuk menerapkan ilmu pengetahuan

studi;

segenap mahasiswa Fakulatas Hukum

bahan acuan dalam mengembangkan il

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi i

untuk menyumbangkan -pemikiran ke

hukum yang diperoleh selama masa

spada masyarakat pada umumnya dan
pada khususnya agar dapat di jadikan

mu pengetahuan.

1 adalah :

. mengkaji dan menganalisa pengafuh perubahan nilai uang terhadap

pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan;

mengkaji dan menganalisa akibat hykum atas tejadi perubahan nilai uang

dalam pelaksanaan perjanjian pembor¢ngan bangunan.

nilai uang dalam pelaksanaan perjan;ji

1.5 Metode Penulisan

mengkaji dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan jika terjadi perubahan

pemborongan bangunan

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari,

mendekati masalah dan mencapai sasar.
adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang di

. Adapun metode penulisan skripsi ini

kan dalam penulisan skripsi ini ialah

pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah

yang mempunyai maksud dan tuj
perundang-undangan yang berlaku dala

sebagai dasar dalam pembahasan permass

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan

sekunder. Pengertian data sekunder adal

untuk mengkaji berbagai peraturan
praktek dan relevan untuk digunakan
alahan (Soemitro,1990:10)

Ilam penulisan skripsi ini adalah data



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.

Data tertulis yang didapat dari litg

ratur-literatur, majalah serta peraturan

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada;

Pendapat para sarjana -atau ahli hykum dan doktrin-doktrin yang secara

langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang

ada.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan dan pengel

laan data dilakukan dengan cara studi

literatur. Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi

kepustakaan dengan membaca atau mem
di kepustakaan maupun buku-buku um
tulisan yang dapat dijadikan landasan
(Soekanto, 1985:14)

1.5.4 Analisa data

Dalam melakukan analiasa terhad
analisis secara deskriptif kualitatif. Anali
gambaran singkat terhadap suatu permg

lajari buku-buku literatur yang tersedia
m, peraturan perundang-undangan atau

berkenaan dengan penulisan skripsi ini

ap data yang diperoleh, penulis memakai
sis tersebut bertujuan untuk memperoleh
isalahan yang tidak didasarkan terhadap

angka-angka bilangan statistik melaiztan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Proses selanj

deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-h:

yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:13

Berdasarkan hasil pembahasan
secara jelas mengenai pokok-pokok pej

yang pada akhirnya dapat dijadikan seba

nya adalah menarik kesimpulan secara

1l yang bersifat umum menuju ke hal-hal

9)
diharapkan dapat diperoleh gambaran

rmasalahan yang ada dalam skripsi ini,

bai pelengkap dalam penulisan skripsi .
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2.1 Pengertian Perjanjian
Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan
bahwa : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih®]
Menurut Abddul Kadir Muhammad (1990:78) menyatakan bahwa

“perjanjian adalah suatu persetujuan demgan mana dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suafu hal dalam lapangan harta kekayaan “.
Apabila antara dua orang atau lepih terjadi persesuaian kehendak untuk
mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah antara mereka suatu persetujuan.
Terjadinya persesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
Menurut Subekti (1990:1) menggémukakan bahwa : “ perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang berianji kepada seorang yang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk mel akan sesuatu hal *.
Berdasarkan rumusan perjanjian diatas dapat diketahui unsur-unsur
perjanjian meliputi :
a) ada para pihak;
b) ada persetujuan antara para pihak tersebut;
¢) ada tujuan yang hendak dicapai;
d) ada prestasi yang akan dilaksanakan;
¢) ada bentuk tertentu, baik lisan maupup tulisan;
f) ada syarat-syarat tertentu.
Syarat sahnya suatu perjanjian telah tertuang dalam pasal 1320
KUHPerdata yaite adanya hal-hal sebagaj berikui :
1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak ;
Adanya persetujuan kehendak berupa kesepakatan, seia sekata antara para

pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu, apa yaug

£ oo
uer Ferpys ’

~ pamn RS g
PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN

£xag

——

/
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dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain .
Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

2 Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak daiam hukum;

Orang yang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum, pada
dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehatnya pikiran adalah cakap
menurut hukum.

3 Mengenai suatu hal tertentu;
Merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam
suatu perjanjian dan juga merupakan|obyek perjanjian. Prestasi tersebut harus
sekurang-kurangnya dapat ditentukar. Pokok dari perjanjian harus cukup jelas
ditentukan jenisnya dan jumlahnya.

4 Didasarkan pada suatu klausula yang halal;

Isi perjanjian itu sendiri yang mengambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh
pihak-pihak, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan norma
dan kesusilaan (Subekti, 1985:15).
Menurut ketentuan pasal 1338 KUUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat

ditarik kembali tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-
alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad
baik.

Perjanjian berlaku sebagai ang-undang bagi pihak-pihak artinya
perjanjian mempuyai kekuatan mengikdt dan memaksa serta memberi kepastian
hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus mentaati
perjanjian tersebut sama seperti mentagti undang-undang. Jika ada pihak yang
melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar
undang-undang, sehingga diberi akibat lukum tertentu, yaitu sanksi hukum.
Perjanjian itu adalah persetujuan|kedua belah pihak, maka jika akan ditarik
kembali atau dibatalkan adalah wajar |harus disetujui oleh kedua belah pihak.
Namun apabila ada alasan yang cukup Kuat menurut undang-undang dapat ditarik

kembali atau dibatalkan secara sepihak.
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2.2 Pengertian Perjanjian Pemborongan Bangunan

Pada dasarnya perjanjian pemb

vang dibuat seperti perjanjian-perjanj

hanyalah namanva saja. Perjanjian

perjanjian bernama dan tergolong dalani

sebagaimana diatur dalam pasal 1601 b

Perjanjian pemborongan pekerj

adalah perjanjian dengan mana yang s
menyelenggarakan suatu pekerjaan
memborongkan, dengan menerima har

Definisi perjanjian pemboro

kurang tepat, menganggap bahwa pd

sepithak. Pemborong hanya memp

memborongkan (bouwheer) hak saja.

orongan bangunan merupakan perjanjian
ian pada umumnya, yang membedakan
pemborongan bangunan termasuk jenis
) perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan
KUHPerdata.

aan menurut pasal 1601 b KUHPerdata
atu, sipemborong, mengikatkan diri untuk
bagi lain,

pihak yang pihak yang

yang ditentukan.

nTan menurut pasal 1601b KUHPerdata

rjanjian pemborongan adalah perjanjian

yai kewajiban saja sedangkan vyang

benarnya perjanjian pemborongan adalah

perjanjian timbal balik hak dan kewajiban (Djumialdji, 1996:4)

Menurut Djumialdji (1996:4) mgngemukakan bahwa :

perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana

pihak yang satu, si pemborong,
suatu pekerjaan,

sedangkan | pithak yang

engikatkan diri untuk menyelanggarakan
lain, yang memborong,

mengikatkan din untuk membayar suatu harga yang ditentukan.

Menurut Subekti (1985:58)

rjanjian pemborongan pekerjaan adalah

suatu perjanjian antara seorang (pithak yang memborongkan pekerjaan) dengan

orang lain (pithak Pemborong), diman
pekerjaan yang disanggupi oleh pithak
sebagai harga borongan.

Dalam Undang-Undang Nomof
tidak dijelaskan mengenai pengertian
kita dapat melihat tentang pengertian g

pihak pertama menghendaki suatu hasil

awan atas pembayaran suatu jumlah uang

r 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi,

perjanjian pemborongan bangunan. Tetapi

a konstruksi, dalam pasal 1 angka 1 yang

berbunyi “jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan pelaksanaan

konsultansi pengawasan pekerjaan kons

kerjaan konstruksi, dan layanan jasa

struksi”.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pengertian kontrak kerja konstruk
kontrak kerja konstruksi adalah keseluruh
hukum antara pengguna jasa dan penyedia

konstruksi™.

2.3 Sifat dan Bentuk Perjanjian Pembon
Perjanjian pemborongan bangunan
pemborongan bangunan itu ada atau lahir
belah pihak yang memborongkan (houwhe
pembuatan suatu karya dan harga borongar
Dengan adanya kata sepakat, per

10

51 menurut pasal 1 angka 5 adalah :
)an dokumen yang mengatur hubungan

Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan

ongan Bangunan

bersifat konsensuil, artinya perjanjian
sejak adanya kata sepakat antara kedua
er) dengan pihak pemborong mengenai
n atau kontrak (Djumialdji, 1996:7).

janjian pemborongan mengikat kedua

belah pihak. Para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan

bangunan tanpa persetujuan pihak lainnya.

Jika perjanjian pemborongan bangunan

dibatalkan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menuntutnya.

Perjanjian pemborongan bentu
pemborongan dapat dibuat secara lisan m
secara lisan dilakukan dengan cara tidak d
antara satu pihak dengan pihak lainnya
perjanjian pemborongan dilakukan dengg
pejabat yang berwenang atau notaris. Perj
pihak (Djumialdji, 1996:8).

Perjanjian pemborongan untuk bia
Hal 1m berfungsi untuk kepentingan
pemborongan bangunan tergolong perjanji
pemborongan bangunan pada umumnya d
contract.

Perjanjian standar contract men

standar yang menyangkut segi teknis

n
rumusan kontrak. Dalam perjanjian stanTaJ

yang mengatur taniang hak dan kewajiban

knya bebas (vormvrij). Perjanjian
aupun tertulis. Perjanjain pemborongan
itulis diatas kertas melainkan berbicara
untuk mengadakan kesepakatan atau
n tertulis tetapi tidak disaksikan oleh

anjian itu hanya diketahui kedua belah

ya yang besar dilakukan secara tertulis.
pembuktian, selain itu perjanjian
an yang mengandung risiko. Perjanjian

ibuat dalam bentuk perjanjian standar

dasarkan pada berlakunya peraturan
segi yuridis yang ditunjuk dalam
contract terdapat klausula-klausula

para pihak yang disepakati oleh kedua
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belah pihak dengan melakukan tanda t4

yang berwenag.

Pelaksanaan perjanjian pembq

ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdat

D1 Indonesia sepanjang menyangkut

bersifat umum, peraturan standarnya dit

Dalam praktek perjanjian stan

d
bentuk formulir. Para pihak cukup mer:\‘L

telah mengikatkan dirinya dalam perjan|
Mengenai perjanjian standar ini

bahwa setiap orang yang menandatang

dan apa yang ditandatangani. Jika or

membangkitkan kepercayaan bahwa

ngan atau disaksikan notaris atau pejabat

prongan bangunan selain  mengidahkan
a juga memperhatikan peraturan standar.
perjanjian pemborongan bangunan yang
etapkan oleh pemerintah.

tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam
ubuhkan tanda tangan dan pihak tersebut
1an yang dimaksud.

Asser Rutten memberikan pendapatnya

ni perjanjian bertanggung jawab pada 1si
g yang membubuhkan tanda tangan itu

ang bertanda tangan mengetahui dan

menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang

menandatangani apa yang tidak diketahui isinya (Rutten, dalam Mariam Daruz

Badrulzaman, 1994:63).

Perjanjian pemborongan bangunan pada proyek-proyek pemerintah harus

dibuat secara tertulis serta dalam bentuk standar. Perjanjian dibuat dalam bentuk

model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak

yang memborongkan (Bouwheer) berdasarkan pada peraturan standar.

Menurut Sni Soedewi Masjc
peraturan standar dalam perjanjian |
berikut:
1. Dengan jalan penandatanganan;

Peraturan standar dimasukan

ditandatangani. Dengan menandatan

en Sofwan (1982:58) cara penerapan

pemborongan bangunan adalah sebagai

dalam kontrak  kemudian

ngani perjanjian tersebut, maka para pihak

rumusan

terikat pada peraturan standar yang tercantum didalamnya. Hal ini berarti

bahwa pihak yang menandatangani
standar yang tercantum didalamny
belum membaca isi peraturan terse

terikat.

perjanjian tersebut menerima isi peraturan
ya. Walaupun orang yang bersangkutan

but, namun secara formal orang itu suda
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2. Dengan pemberitahuan peraturan standar,

Peraturan standar tersebut diberitahukan kepada pihak lain. Isi dari perjanjian
tersebut dipelajari terlebih dahulu, s¢telah mengatahui dan memahami isi
peraturan standar tersebut barulah kontrak tersebut ditandatangani;

3. Dengan jalan penunjukan;
Didalam perjanjian dicantumkan ketentuan bahwa untuk melaksanakan
perjanjian tersebut menunjuk berlakunya peraturan standar tertentu.
Pemborong setuju atau tidak dengan peraturan standar yang diberikan.

Dalam praktek perjanjian standar thmbuh sebagai perjanjian tertulis dalam
bentuk formulir. Para pihak cukup membubuhkan tanda tangan dan pihak tersebut

telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian yangdimaksud.

2.4 Jenis dan Isi Perjanjian Pemborongan Bangunan
Untuk mengetahui jenis-jenis pefjanjian pemborongan harus dibedakan
menurut cara terjadinya dan menurut cara
Menurut Djumialdji (1995:19) j

nentuan harga.

is perjanjian pemborongan bangunan

berdasarkan cara terjadinya dapat dibedakan tiga macam yaitu :

A) Perjanjian pemborongan bangunan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan

atas dasar penawaran yang diajukan. Pelelangan tersebut dapat berupa :

1. Pelelangan umum ;
Pelelangan umum dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara
luas melalui media massa dan ptau papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat
dapat mengikutinya.

2. Pelelangan terbatas,

Pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan antara pemborong/
rekanan yang dipilih dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar
Rekanan Mampu (DRM) sesupi dengan bidang usaha atau ruang

lingkupnya klasifikasi kemampuannya.
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B) Perjanjian pemborongan bangunan atas
Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak n
Pemilik proyek langsung menunjuk kg
penawaran atas harga tertentu.

C) Perjanjian pemborongan bangunan yan
antara pemilik proyek dengan pemboro

(1996:14)

bangunan berdasarkan cara penentuan har

Menurut Djumialdji

empat macam :
1. Perjanjian pemborongan bangunan den
Harga borongan telah ditetapkan seca
maupun harga satuan;

Perjaniian pemborongan dengan harga

Harga borongan diperkirakan atau dip

13

dasar penunjukan;
nelalui pelelangan umum dan terbatas.

pada pemborong, kemudian diadakan

2 diperoleh sebagai hasil perundingan
ng.

Jenis-jenis perjanjian pemborongan

panya dapat dibedakan menjadi dalam

pan harga pasti (fixed price),

ra pasti, baik mengenai harga kontrak

[umpsump;

erhitungkan secara keseluruhan, risiko

sepenuhnya ditanggung oleh pemborong atau kontraktor.

Perjanjian pemborongan atas dasar har
Harga yang diperhitungkan setiap un
jumlah unit.
Perjanjian pemborongan atas dasar jun
Harga borongan yang jumlahnya tidak
tetapi baru akan ditetapkan kemudian

upahnya atau keuntungannya.

pa satuan (unit price),

it, luas pekerjaan ditentukan menurut

lah dan biaya (cost plus fee);
dinyatakan dengan pasti lebih dahulu

dengan menghitungkan biaya ditambah

Menurut Sri Soedewi Masjhchpen Sofwan (1982:59-60) perjanjian

pemborongan bangunan atas dasar jumlah
yang menyatakan bahwa disini tidak terja
ada harga vang ditentukan sebelumnya.
dikatakan perjanjian pemborongan kare
ukuran yang obyektif.

Isi dari perjanjian pemborongan

dan biaya (cost plus fee) ada pendapat

di perjanjian pemborongan karena tidak

Pendapat lain mengatakan hal ini bisa

na harganya ditentukan berdasarkan

bangunan didalam KHUPerdata tidak

ditentukan. Para pihak vyaitu pihak pemberi tugas dan pemborong yang
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membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas Kebebasan bekontrak dalam pasal 1338

ayat (1) KHUPerdata yang mengandung pengertian :

1.

“nos W

Orang bebas membuat perjanjian mauppn tidak membuat perjanjian ;
Orang bebas menentukan isi perjanjian

Orang bebas menentukan bentuk dari perjanjian ;

Orang bebas mengadakan perjanjian dgngan siapapun |

Orang bebas menentukan hukumnya yang berlaku bagi perjanjian.

Djumialdji (1996:9) menyatakan bghwa kebebasan tersebut di atas dibatasi

yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang| tidak bertentangan dengan ketertiban

umum dan kesusilaan.

Dalam pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang

jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi| sekurang-kurangnya harus mencakup

uraian mengenai :
a.
b.

para pihak, yang memuat secara jelas iflentitas para pihak;

rumusan perkerjaan, yang memuat urajan yang jelas dan rinci tentang Iingkup
kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;

masa pertanggungan dan/atau pemeljharaan, yang memuat tentang jangka
waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab
penyedia jasa;
tenaga ahli yang memuat ketentuan teptang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi
tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;

hak dan kewajiban yang memuat hak|pengguna jasa untuk memperoleh hasil

pekerjaan konstruksi serta kewajibapnya untuk memenuhi ketentuan yang
diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan
imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi:

cara pembayaran, yang memuat keteptuan tentang kewajiban pengguna jasa

dalam melakukan peinbayaran hasil

kerjaan konstruksi;

cidera janji, yang memuat ketentuan fentang tanggung jawab dalam hal salah
satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagian perjanjian;

penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara

penyelesaian perselisihan akibat keti kkesepakatan;
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i. pemutusan kontrak kerja konstruksf, yang memuat ketentuan tentang
pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat
dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j. keadaan memaksa (force majeure), yang memuat tentang ketentuan tentang

kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak, yang

menimbulkan kerugian bagi salah sati pihak;
k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan dengan kewajiban penyedia jasa
dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
I. perlindungan pekerjaan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak
dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan
ketentuan tentang lingkungan.
Surat perjanjian pemborongan/kontrak yang jangka waktunya lebih dari 1
(satu) tahun dapat memuat rumusan mengenai penyelesaian hargakontrak (price
adjustment). Dalam surat perjanjian pemborongan dapat dimuat ketentuan
mengenai pembayaran uang muka yang sebelumnya telah ditetapkan dalam

dokumen lelang.

2.5 Peserta Dalam Perjanjian Pemboronpgan Bangunan

Dalam perjanjian pemborongan bangunan selain dikenal pihak-pihak yang
terkait dalam perjanjian pemborongan atau pihak-pihak dalam perjanjian
pemborongan bangunan yaitu pihak yang memborongkan (bouwheer) dengan
pihak pemborong, dikenal juga pihakipihak yang terkait dalam perjanjian
pemborongan bangunan.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan bangunan
dibedakan antara pihak-pihak vang | langsung terkait dalam perjanjian
pemborongan bangunan dan pihak-pihgk yang tidak langsung terkait dalam
perjanjian pemborongan bangunan sepgrti buruh/tenaga kerja, leveransir dan

sebagainya.
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Mengenai pihak yang langsung
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terkait dalam perjanjian pemborongan

bangunan disebut peserta dalam perjanjian pemborongan bangunan yang terdir

dar unsur-unsur ;

1. Yang memborongkan / prinsipil / bouwheer / aanbesteder | pemberi tugas,

2. Pemborong/kontraktor/rekanan/pelaks
3. Perencana/arsitek;
4

Direksi /pengawas.

Ana;

Keempat unsur tersebut di atas sesuai dengan perkembangan dan

kemajuan teknologi sebaiknya terpisah satu sama lain, sehingga hasil pekerjaan

lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat unsur tersebut bila tidak
Proyek-proyek pemerintah yang dilakuk

terpisah disebut swakelola/eigenbeheer.

rtan secara swakelola misalnya proyek

yang tidak bisa ditunda-tunda karena adanya bencana alam, Proyek-proyek yang

sifatnya menyangkut segi keamanan
percetakan uang negara, dan tidak adan
proyek tersebut.

2.5.1 Pemberi Tugas/Bouwheer

Pemberi tugas/bouwheer adalah g
kontraktor/pemborong bangunan untuk
tugas/bouwheer dapat berupa perorangan
maupun swasta (Djumialdji, 1996:24).

seperti gudang penyimpanan senjata,

ya pemborong yang mau mengerjakan

ihak yang memborongkan tugas kepada
mengerjakan suatu proyek. Pemberi

maupun badan hukum baik pemerintah

Kewajiban-kewajiban yang harps dilaksanakan oleh pemberi tugas/

bouwheer sesuai dengan pasal 15 Peratyran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

tentang penyelenggara jasa konstruksi adalah :

1. mengumumkan secara luas melalui

2. menerbitkan dokumen pelelangan

langsung secara lengkap, jelas dan bg

dia massa dan papan pengimuman,
um, pelelangan terbatas.dan pemilihan

nar,

3. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukan

penawaran;

4. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar;
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10.

b

12.

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 adal

1.
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memberiakn penjelasan tentang pekerjaan dan mengadakan peninjauan
lapangan;
memberikan tanggapan sanggahan dar] penyedia jasa;

menetapkan peyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen
lelang;
mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan
bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam
dokumen pelelangan;
menunjukan bukti kemampuan membayar;

menandatangani kontrak kerja konstryksi dalam batas waktu yang ditentukan
dalam dokumen lelang;
mengganti biaya yang dikeluarkan |oleh penyedia jasa untuk penyiapan

pelelangan apabila pemberi proyek me¢mbatalkan pemilihan penyedia jasa;

memberi penjelasan tentang resiko ke

memungut biaya pengadaan dok

terbatas dari penyedia penyedia jasa (pemborong);

2. mencairkan jaminan penawaran dan elanj‘utnya memiliki uangnya dalam hal
penyedia jasa (pemborong) tidak memenuhi ketentuan pelelangan,

3. menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak
menghasilkan kompetisi yang efektif.

Hubungan antara pemberi tugds/bouwheer dengan pemborong dapat

berupa :

1 Pemberi tugas/bouwheer adalah pemerintah dan pemborong juga pemerintah,
maka hubungannya berwujud hubungan kedinasan;

2 Pemberi tugas/bouwheer dari pemerintah atau swasta sedangkan pemborong

berupa :

dari pihak swasta hubunganmya dituangkan dalam  perjanjian
pemborongan/surat perintah kerja.

Adapun hubungan antara pember] tugas/bouwheer dengan perencana dapat
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maka terdapat hubungan kedinasan;

dari swasta, maka hubungannya di

jasa tunggal.

. Pemberi tugas/bouwheer dari pemel

Pemberi tugas/bouwheer dari pemeri

18

intah dan perencana juga pemerintah,

tah dan atau swasta, perencana adalah

ngkan dalam perjanjian melakukan jasa-

Apabila pemberi tugas dari pemerintah/swasta dengan perencana swasta

bertindak sebagai wakil dari pemberi tug
dituangkan dalam perjanjian pemberian K

2.5.2 Pemborong

Pemborong atau kontraktor bangy
bersifat perorangan yang berbadan hul
dalam bidang pelaksanaan pemborongan

ras (sebagai direksi) maka hubungannya

uasa

inan adalah perusahaan-perusahaan yang
kum atau badan hukum yang bergerak
(Djumialdji, 1996:26)

Pemborong bisa perorangan maupun badan hukum, baik pemerntah

maupun swsta. Proyek-proyek pemerit
Pemborong yang melaksanakan keg]
diwajibkan untuk memperoleh Surat Izin

ah, pemborong harus berbadan hukum.

atan dibidang usaha jasa konstruksi
Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Kewajiban pemborong/kontraktor menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2000 adalah ;
1. menyusun dokumuen penawaran y.
rencana usulan biaya tenaga teramp
keselamatan dan kesehatan kerja, da
menyerahkan jaminan penawaran;
menandatangani kontrak kerja kons
dalam dokumen lelang

Hak pemborong/kontraktor men

29 Tahun 2000 adalah :

L

1 memperoleh penjelasan pekerjaan;
2 melakukan peninjauan lapangan;
3 mengajukan sanggahan terhadapan
4

menarik jaminan penawaran bagi pe

ang memuat rencana dan metode kerja,
il dan tenaga ahli, rencana dan anggaran

h peralatan;

truksi dalam batas waktu yang ditentukan

rut pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor

hasil pengumuman 'elang;

nyedia jasa yang kalah;
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5 mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilahan jasa yang tidak
sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.

Hubungan hukum antara pemborong dengan pemberi tugas diatur sebagai
berikut :
1. apabila pemborong maupun pemberi tugas keduanya pemerintah, maka

hubungan hukumnya disebut hubungar kedinasan;

2. apabila pemborongan pihak swasta sedangkan pemberi tugas pihak
pemerintah, maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang
dapat berupa akta bawah tangan, surat perintah kerja, surat perjanjian kerja/
kontrak;

3. apabila pemborcng maupun pembefi tugas keduanya pihak swasta, maka
hubungan hukumnya disebut perjanjign pemborongan yang dapat berupa akta
bawah tangan, surat perintah kerja, sufat perjanjian pemborongan / kontrak.

Pemborong yang melaksanakan kegiatan dibidang usaha konstruksi harus
mempunyai Surat [zin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Untuk memperoleh Surat
Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)| pemborong diwajibkan mengajukan
permohonan dengan formolir Surat Pemmohonan Izin yang dilengkapi dengan
data-data sebagai berikut :
1. data administrasi;

rekaman akta notaris, rekaman surat izin tempat usaha, rekaman nomor pokok
wajib pajak;

2. data personalia;

daftar pengurus perusahaan disertai r¢kaman kartu tanda penduduk,

data ruangan dan perlengkapan kanto

TALE

data keuangan,

v A W

data pengalaman pekerjaan perusahaan.
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (STUJK) berlaku selama lima tahun dan

tidak dibatasi berapa kali perpanjangan asal masih melakukan kegiatan usahanya.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.5.3 Perencana / Arsitek

melaksanakan

perencanaan karya beserta kelengkapannya

(3]

Perencana adalah perusahaan
tugas konsultasi
Adapun tugas konsultan perencana
Membuat skema pemikiran awal/tahap
Konsultan perencana memberikan ga
bouwheer meliputi penctapan banguna
pelaksanaan perencanaan.
Membuat perencanaan;

Perencanaan yang dibuat konsultan per

dalam

20

yang memenuhi persyaratan untuk

bidang perencanaan lingkungan
(Djumialdji, 1996:30).

antara lain sebagai berikut :

konsultan;

mbaran umum kepada pember tugas/

n, luas bangunan, bentuk bangunan dan

encana terdiri atas :

a. ganbar-gambar sketsa dalam skala kecil penampang-penainpang penting

pada bangunan;

b. menyusun usulan kerja, uraian maksud dan tujuan perencanaan, uraian

tentang persyaratan setempat,

¢. Penyusunan surat-surat izin yang djiperiukan untuk pembangunan gedung.

Membuat rencana pelaksanaan;
a. perencanaan gambar-gambar beru
yang lebih besar. Perencanaan gam

struktur;

pa gambar bestek dengan dasar skala

bar meliputi rencana arsitektur, rencana

b. Penjelasan rencana dan perhitungan perhitungan struktur termasuk struktur

tahan gempa, struktur pelistrikan

sistem pemesinan; sistem struktur tata

udara, sistem perpipaan dan lain sgbagainya yang diperlukan dalam suatu

pemborongan bangunan;
Membuat gambar detail lengkap;
Gambar detail lengkap dengan skala

cukup besar menggambarkan seluruh

pekerjaan yang diperlukan untuk pelelangan pekerjaan;

Membuat bestek;

Bestek adalah uraian tentang rencana pekarjaan dan syarat-syarat yang disertai

dengan gambar;
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6. Angaran biaya;
Anggaran biaya adalah perhitungan
bahan-bahan dan upah serta biaya
pelaksanaan pekerjaan;

Penjelasar pelelangan;

Penjelasan pelelangan adalah membe

fisik waktu pelelangan, penyusunan

21

blfnyaknya biaya yang diperlukan untuk

iaya lain yang berhubungan dengan

rikan pekerjaan pelaksanaan konstruksi

dokumen pelaksanaan dan pengawasan

berkala segi arsitektur dalam pekerjaan pelaksanaan;

Pengawasan berkala;

Pengawasan berkala diwajibkan kepada konsultasi perencana / arsitek untuk

mengawasi dan menyesuaikan bestel

dikerjakan oleh pemborong serta
kepada pemberi tugas/bouwheer.
Mengenai  hubungan antara
perencana/arsitek diatur sebagai berikut :
1

hubungan hukumnya disebut hubung

apabila pemberi tugas maupun peren

. dengan pelaksanaan dilapangan yang

tembuat laporan pengawasan berkala

pemberi  tugas/bouwheer  dengan

cana keduanya pihak pemerintah, maka

kedinasan;

apabila pemberi tugas pihak pemerintah sedangkan perencana pihak swasta,

maka hubungan hukumnya disebut dgngan perjanjian melakukan jasa di mana

dalam praktek dituangkan dalam surat perjanjian pakerjaan perencanaan;

apabila pemberi tugas maupun

rencana adalah pihak swasta, maka

hubungan hukumnya disebut perjanjian melakukan jasa.

Perencana/arsitek dapat peroran

maupun swasta. Untuk mendirikan peru

memperoleh izin yaitu Surat izin Usaha J

2.5.4 Direksi/Pengawas
Direksi atau pengawas adalah
pelaksanaan pekerjan pemborongan.

memeriksa bahan-bahan, dan akhirnya m

n atau badan hukum baik pemerintah
sahaan jasa konstruksi, perencana harus
asa Konstruksi (SIUJK)

pihak yang bertugas untuk mengawasi
Pengawas memberi petunjuk-petunjuk,

embuat penilaian pekerjaan. Pengawasan
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pelaksanaan berarti mewakili pember tug

pelaksanaan dan mengadakan pengawasan

22

yas dalam segala hal yang menyangkut

pekerjaan.

Hubungan hukum - antara direksi/pengawas dengan pemberi tugas

(bouwheer) diatur sebagai berikut :

1. apabila direksi dan pemberi tugas ke

hubungan hukumnya disebut hubungat

apabila direksi pihak swasta sedangkaj
hubungan hukumnya disebut perjan
memberi kuasa pihak pemberi tuga
kuasa adalah pihak direksi;
apabila direksi dan pemberi tugas

Ll

hubungan hukumnya disebut perjanjia
Perjanjian pemberian kuasa diatur

erjanjian pemberian kuasa diantara per

duanya adalah pihak pemerintah, maka
n kedinasan;

1 pemberi tugas pihak pemerintah, maka
jilan pemberian kuasa, di mana yang

5 (pemerintah) sedangkan yang diberi

keduanya adalah pihak swasta maka
n pemberian kuasa.

dalam Bab XVI Buku I1I KUHPerdata.

nberi tugas dengan direksi/pengawas di

dalam praktek di sebut dengan surat perjanjian pekerjaan pengawasan. Kedudukan

direksi terhadap pemberi tugas adalah seb

2.6 Berakhirnya Perjanjian Pemborg

Menurut Djumialdji (1996;20-21)
berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Pekerjaan telah diselesaikan oleh
selesai atau dengan kata lain pada pel
dibayar oleh pemberi tugas/bouwheer
Pembatalan perjanjian;
Kematian pemborong;
Menurut pasal 1612 KHUPerdat

meninggalnya si pemborong. Disi

agai kuasa/wakil dari pemberi tugas.

ngan Bangunan

perjanjian pemborongan bangunan dapat

pemborong setelah masa pemeliharaan

hyerahan kedua dan harga borongan telah

a bahwa pekerjaan berhenti dengan

ni pihak pemberi tugas/bouwheer/yang

memborongkan harus membayar pekerjaan yang telah diselesaikan, juga

bahan-bahan yang telah disediakanny

tidak boleh melanjutkan pekerjaan

Sebaliknya dengan meninggalnya

a. Demikian juga ahli waris pemborong

tersebut tanpa seiiin pemberi tugas.

pihak pemberi tugas, maka perjanjian
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pemborongan bangunan tidak be

ir. Oleh karena itu ahli waris dari

pemberi tugas/bouwheer/yang memborongkan harus melanjutkan atau

membatalkan dengan kata sepakat

edua belah pihak. Bila pemborong

berbentuk badan hukum, maka dengan meninggalnya pemborong, perjanjian

pemborongan tidak akan berakhir karena pekerjaan dapat dilanjutkan anggota

yang lain dari badan hukum tersebut.

4. Kepailitan;

Tentang kepailitan dapat diketahui| bahwa pernyataan pailit tersebut

merupakan suatu putusan pengadilan.

5. Pemutusan perjanjian pemborongan bangunan;

Pemutusan perjanjian pemborongan bapgunan ini karena adanya wanprestasi.

Pemutusan perjanjian prmborongan hangunan ini untuk waktu yang akan

datang dengan kata lain pekerjaanyang belum dikerjakan, namun pekerjaan

yang telah dikerjakan akan tetap dibayar.

6. Persetujuan kedua pihak:

Pihak pemberi tugas dan pemborong bersepakat untuk mengakhiri perjanjian

pemborongan bangunan

2.7 Prinsip-prinsip hukum perjanjian

Hukum perjanjian pemborongan peK

pemborongan bangunan

ierjaan (bangunan) tidak banyak diatur

dalam KHUPerdata. Menurut Munir FU.Iy (1998:26-31) prinsip-prasip yuridis

mengenai suatu kontrak pemborong
KUHPerdata adalah sebagai berikut :

bnagunan yang terdapat dalam

1. Prinsip korelasi antara tanggung jawab para pihak dengan kesalahan

penyediaan bahan bangunan;

Prinsip ini mengatakan bahwa tapggung jawab masing-masing pihak

disangkutkan dengan kesalahan para pihak dan pihak mana yang menyediakan

bahan banguinan.

2. Prinsip ketegasan tanggung jawab pemborong jika bangunan musnah karena

cacat dalam penyusunan atau faktor tidak ditopang oleh kesanggupan tanah;
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Menurut prinsip ini, terhadap suatu
bangunan) pihak pemborong mesti
pekerjaan yang dibuatnya, jika kemu
atau sebagian.
. Prinsip larangan perubahan harga kontr
Pihak pemborong tidak boleh mengub?
menaikan harga borongan.
. Prinsip kebebasan pemutusan kontral
bouwheer,

Prinsip ini berasal dari pasal 1611

bahwa pihak bouwheer bebas memutus

24

pembangunan gedung (dan juga ahli

rtanggung jawab secara hukum atas

lan bangunannya musnah seluruhnya

ak;

th harga kontrak secara sepihak dengan

k secara sepithak oleh pember tugas/

KUHPerdata, Prinsip ini menentukan

kan kontrak ditengah jalan walau tanpa

kesalahan dari pihak pemborong, asalkan pihak bouwheer mengganti kerugian
dari pekerjaan yang telah diselesaikan.
5. Prinsip kontrak yang melekat pada pihak pemborong;
Pada umumnya hukum menentukan bahwa hak dan kewajiban yang timbul
dani suatu kontrak turun keahli waris. Prinsip hukum yang berlaku umum
seperti ini tidak berlaku pada perjanjian pemborongan bangunan.
Prinsip vicarious liability,
Prinsip vicarious liability (tanggungb jawab pengganti) adalah suatu tanggung
jawab dari atasan atas tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan
oleh bawahannya terhadap pihak ketj
1613 KUH

pemborong secara hukum bertanggy

ea menjalankan tugas yang dibebankan
oleh atasannya. Pasal [Peradata menentukan bahwa pihak
ng jawab atas tindakan-tindakan dari
orang yang dipekerjakan olehnya.
Prinsip eksistensi hubungan kontraktual;
Berlakunya prinsip eksistensi hubui

sebagai konsekuensi dari keberadaan
1613 KUHPerdata , maka pasal 16

ngan kontraktual ini juga antara lain
pasal 1613 KUHPerdata. Selain pasal

14 dan pasal 1616 KUHPerdata juga

menegaskan kembali berlakunya prinsip eksistensi hubungan kontraktual ini.

Dimana para tukang  hanya mempunyai hubungan hukum (secara

kontraktual) dengan pihak pemborpng ( bukan dengan pihak pemberi
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tugas/bouwheer ), kecual: apabila p

25

tukang tersebut bekerja atas tanggung

a
jawab sendiri sacara langsung denj:m pihak pemberi tugas/bouwheer dan

untuk suatu harga tertentu.

Prinsip hak retensi,

Prinsip yang telah berlaku secara uni
KUHPerdata yaitu pasal 1616 KUHP

kepunyaan barang orang lain untuk

tersebut. Pekerja tersebut diberikan

pembuatan pekerjaan atas barang tersg
Tidak ada ketegasan dalam pasd

pemborongan bangunan. Bersifat hukum

mengatur. Menurut Munir Fuady (

pemborongan bangunan dalam KUHPerd

2.8 femutusan.-Perjanjian Pemboron

Tindakan pemutusan kontrak me;j
suatu kontrak konstruksi. Tindakan pen
ditakuti oleh para pihak. Untuk itu dilak

adanya pemutusan kontrak adalah :

a. Tindakan preventif,
Merupakan tindakan pencegahan s
kontrak, antara lain :
1.

. melihat sejauh mana kemampuan

2
3
4

kandidat kontraktor/pemborong;
. penjajakan antara kedua belah pih:

mengenal sejauh mana reputasi pi

. pemberi proyek, berusaha menc

versal dan diakui secara eksplisit dalam
erdata. Para pekerja menguasai sesuatu
membuat suatu pekerjaan atas barang
hak retensi, yaitu hak untuk menahan
barang (meskipun milik orang lain) dalam kekuasaannya, selama ongkos
but belum dibayar lunas.

1-pasal KUHPerdata mengenai kontrak
memaksa (mandatory law) atau hukum
1998:26) ketentuan tentang hukum

ata bersifat mengatur.

gan Bangunan
upakan akibat dari ketidak terlaksanaan
nutusan ini merupakan hal yang sangat

ukan dua hal untuk memperkecil resiko

ebelum terjadinya tindakan pemutusan

hak lain dalam kontrak tersebut;
para pihak;

manganalisa tingkat keseriusan para pihak;

ari alternatif terbaik dianiara beberapa

ak.
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b. Tindakan kuratif;

26

Tindakan ini dilakukan apabila tindakaf preventif tidak bisa untuk mencegah,

maka tindakan pemutusan kontrak ak

n tetap terjadi, tetapi diatur di dalam

suatu kontrak agar para pihak tidak ada yang dirugikan. Bila ada pikak yang

dirugikan, maka pihak yang merugikah itu bertanggung jawab atas kerugian

tersebut.

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak pemberi tugas/bouwheer

maupun pihak kontraktor/pemborong.

1. Pemutusan kontrak oleh pemberi tugas{bouwheer,

Apabila pihak pemberi tugas/bouwheery yang memutuskan kontrak, Yang

menjadi dasar atas pemutusan kontrak

tersebut adalah :

a. kegagalan kontraktor dalam mengerjakan tugasnya;

b. pemutusan kontrak tanpa memeriukan alasan justifikasi;

Bahwa pemutusan kontrak oleh p¢mberi tugas dapat dilakukan oleh satu

pihak, tanpa adanya satu alasan.

c. Kepaiiitan atau likuidasi dari pihak| pemborong/kontraktor;

Dalam keadaan kepailitan atau likuidasi, pemborong/kontraktor

memberikan hak kepada pihak lain/ untuk melakukan pemutusan kontrak.

2. Pemutusan kontrak oleh pemborong/kontraktor;

Pemborong akan melakukan pemutusan kontrak apabila :

a. Pihak pemberi tugas ikut campur tangan yang terlalu jauh atau

menghalangi pekerjaan kontraktor

b. Pihak pemberi tugas gagal melaksInakan kewajibannya;

Pemutusan perjanjian pemborong
Keputusan Presiden Nomer 18 tahun
kontrak dapat dilakukan bilamana para |
kewajiban dan tanggung jawabnya sebaga

n bangunan menurut pasal 33 ayat (2)
2000, menyatakan bahwa pemutusan
pihak cidera janji atau tidak memenuhi

imana diatur dalam dokumen kontrak.
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PERUBAHAN NILAI UANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBORONGAN BANGUNAN

3.1 Perubahan Nilai Uang Dalam Pe¢laksanaan Perjanjian Pemborongan
Bangunan
Perjanjian pemborongan bangunan seperti pada perjanjian pada umumnya
sangat mengandung risiko yang potensial untuk menghalangi pekerjaan yang
bersangkutan.
Menurut Munir Fuady (1998:4) menyatakan bahwa risiko yang paling

sering diketemukan dalam praktek adalah|sebagai berikut :.

1. Risiko pembayaran;
Inflasi nilai uang, devaluasi, gejolak mata uang, terlambatnya dalam
penyelesaian klaim dan sertifikasi, adanya batas-batas menurut hukum tentang
perolehan bunga, kepailitan salah saty pihak yang terlibat.

2. Risiko karena faktor eksternal;

Risiko dalam kategori ini adalah perpbahan policy pemerintah tentang pajak,

perburuhan, Undang-Undang, keamanan dan gangguan, keterlambatan
perolehan izin atau persetujuan, masalah dana, akibat-akibat dari perang,
kerusuhan sosial, pemogokan buruh lain-lain.

3. Risiko fisik;
Risiko yang berkenaan dengan keadaan fisik tentang tanah, keadaan cuaca
yang tidak bersahabat, ketidaklayakan dari buruh, penyediaan lokasi yang
tidak tepat.

4. Risiko penundaan dan sengketa;
Pelaksanaan pekerjaan yang tidak |efisien, penundaan diluar kontrol para
pihak, dan sengketa-sengketa yang timbul.

5. Risiko pengurusan dan supervisi;
Misalnya adanya pengawas yang| tidak kompeten, tidak efisienkurang

komunikasi, kesalahan dokumentasi| kesalahan designs, kurang tepat dalam

memilih kontraktor/pemborong, perubahan persyaratan dan lain-lain.

26
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6. Risiko kerugian terhadap orang dan prgperti,

Dalam hal ini termasuk kelalaian, hal
seperti perang, keterbatasan waktu.

7. Risiko hukum dan penyelesaian sengke

-hal yang tidak dicakup oleh asuransi

ta-

]

Termasuk dalam hal ini adalah terulurpya waktu dalam peyelesaian sengketa,

ketidakpastian karena kekurangan gtau kekaburan dokumen, perubahan

perundang-undangan yang berlaku.

KUHPerdata tidak mengatur fentang ketentuan mengenal harga

pemborongan bangunan maupun cara

pembayarannya. Para pihak dapat

menetukan harga borongan maupun cara pembayarannya.

Dalam proyek-proyek pemerintah

harga borongan harus dengan harga

yang pasti. Hal ini dapat diketahui dari Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat

perjanjian pemborongan bangunan.

Harga borongan secara cost plus fee di larang dalam dalam proyek-proyek

pemerintah. Yaitu harga borongan yang jumlahnya tidak dinyatakan dengan pasti

lebih dahulu. Melainkan harga ditentukan
ditambah upah atau keuntungan.

di kemudian dengan menghitung biaya

Pelaksanaan perjanjian pemborpngan bangunan memerlukan suatu

anggaran. Menyusun suatu anggaran adalah menentukan jumlah-jumlah yang

diperlukan dan menghitung kemungkinﬁ
yang akan dibangun, sehingga dapat dite
proyek (Diraatmadja, 1982:68).

biaya-baiya setiap bagian dari proyek
pkan biaya yang akan digunakan dalam

Penentuan jumlah biaya yang diperlukan merupakan dasar bagi sebuah

bangunan. Jenis-jenis biaya dalam [pelaksanaan perjanjian pemborongan

bangunan:

1. Bahan-bahan bangunan;

Dalam kelompok bahan bangunan termasuk :

kayu,batu/bata, ubin, baja bangunan;

b. benda-benda beton, kosen-kos¢n dan lain-lain (unsur-unsur bahan

bangunan);

c. semen, batu kerikil, pasir dan laintlain (bahan-bahan bangunan).
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Upah kerja;
Upah kerja adalah pembayaran unt

apapun. Oleh organisasi-organisasi
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uk pekerjaan manusia, dalam bentuk

pemberi pekerjaan dan organisasi

penerima pekerjaan dalam perusahrn pembangunan ditetapkan suatu
1

kesepakatan kerja kolektif yang se

mengatur upah bagi penerima pekerjaan.

n mengatur hal-hal penting, juga

Penyusunan sebuah anggaran mengerjai upah hendaknya selalu berpegang

pada keterangan-keterangan terakhir mengenai upah dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan itu.

Peralatan (materiil);

Peralatan (materil) adalah semua pera

satu proyek.

atan yang digunakan untuk lebih dan

Pembiayaan umum perusahaan (algem¢ne bedrijfkosten),

Pembiayaan umum perusahaan adalah

biaya-biaya yang berhubungan dengan

perusahaan pemborongan. Pembiayagn ini meliputi gaji untuk direktur,

anggota-anggota staf, pengeluaran untuk uang sewa peralatan,

Dana-dana yang bersifat tidak langsun

£,

Dana-dana yang bersifat tidak langsung adalah dana-dana yang dibuat untuk

kelancaran suatu pemborongan. Da
seperti dana untuk pembukuan, peng

pengeluaran perusahaan yang tidak |

a-dana yang bersifat tidak langsung
lokasian perusahaan, iklan dan semua

gsung dapat diperhitungkan terhadap

pembiayaan proyek (Diraatmadja, 1982:76-95).

Pelaksanaan anggaran perjanjian

pemborongan bangunan di pengaruhi

oleh tingkat kestabilan ekonomi. Tingkat kestabilan ekonomi yang dimaksud

adalah kestabilan perkembangan harga bahan-bahan bangunan.

Setiap negara maju maupun neg

a berkembang seringkali menghadapi

permasalahan yang sangat rumit, terutamg dalam memelihara kestabilan ekonomi.

Perekonomian yang tidak stabil me

Perubahan nilai uang mengakibatkan harg

barang-barang dan jasa secara umum (&

Inflasi didefinisikan sebagai suatu

awa kepada perubahan nilai uang
2 bahan-bahan bangunan naik.
kenaikan harga yang terus menerus dari

sukan satu macam barang dan sesaat).
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Menurut detinisi ini kenaikan harga yang

(Iswardono, 1991:24).

Dalam definisi diatas tercakup tiga
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sporadis bukan dikatan sebagai inflasi

aspek yaitu sebagai berikut :

1. adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat,
2. penigkatan harga tersebut berlangsung terus menerus;
£ N

meningkat bukan hanya pada satu atay
Inflasi membawa akibat terhadaj

bangunan. Anggaran biaya yang telah d

yang ada tidak cukup untuk pelaksan

n
sehingga pekerjaan pemborongan bangunaEn

mencakup pengertian tingkat harga ymum, yang berarti tingkat harga yang

| beberapa komoditi saja.

p pelaksanaan perjanjian pemborongan
isusun mengalami kenaikan. Anggaran
perjanjian pemborongan bangunan,
terhalangi untuk dikerjakan.

3.2 Akibat Hukum Terjadi Perubahan Nilai Dalam Pelaksanan Perjanjian

Pemborongan Bangunan

Menurut pasal 1610 KUHPerdata, jika seorang ahli pembangun atau

seorang pemborong telah menyanggupi
memborong, menurut suatu rencana yal
secara bersama-sama dengan si pemilik

suatu penambahan harga, baik dengan

untuk membuat suatu gedung secara
ng telah diperkirakan serta di tetapkan
tanah, maka tak dapatlah ia menuntut

dalih tambahnya upah-upah buruh atau

bahan-bahan bangunan, maupun dengan dalih telah di buatnya perubahan-

perubahan dan tambahan-tanbahan yan
perubahan-perubahan atau perbesaran-p¢
dan tentang harganya tidak telah diadakas
1610
Pihak

Berdasarkan dari pasal

perubahan harga kontrak.
kontrak/perjanjian pemborongan bangung
borongan bangunan, dengan alasan telah
a.

b.

telah terjadi kenaikan upah buruh;

g tidak termasuk dalam rencana, jika

rbesaran itu tidak telah disetujui tertulis

1 perjanjian dengan si pemilik.

KHUPerdata,terdapat prinsip larangan

pemborong tidak boleh mengubah

in secara sepihak dengan menaikan harga

terjadi :

telah terjadi kenaikan harga bahan-bahan bangunan;
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c. telah terjadi perubahan-perubahan
termasuk dalam rencana yang tel
pemborongan bangunan.

Pihak pemborong menurut pasal

perubahan harga kontrak dengan menai

kontrak ini di dasarkan pada tambahnya u

bangunan serta telah dibuatnya perubahan

Perubahan harga kontrak 1m

tugas/pemilik proyek/bouwheer. Telah a

perubahan harga kontrak tersebut d

pemborongan bangunan.
Perubahan nilai uang yang beraki
dan upah buruh terhadap pelaksanaan p
memutuskan perjanjian pemborongan
lakukan sccara sepihak oleh pemberi tuga
Prinsip pemutusan kontrak secar.
tugas/bouwheer berdasarkan pasal 1611K

pihak yang memborongkan (pe
demikian, boleh menghentikan
telah dimulai, asal ia (pemberi t
sepenuhnya kepada si  pembo
dikeluarkannya guna pekerjaanny.
karenanya.

Pemberi tugas/bouwheer berdas

30

dan tambahan-tambahan yang tidak

ah diuraikan dalam surat perjanjian

1610 KUHPerdata dapat mengajukan
kan harga borongan. Perubahan harga
pah-upah buruh atau harga bahan-bahan
-perubahan pekerjaan.

harus melalui persetujuan pemberi
da klausula yang mengatur mengenai

alam  kontrak atau surat perjanjian

t naiknya harga bahan-bahan bangunan
rjanjian pemborongan bangunan dapat
angunan. Pemutusan kontrak ini di
/bouwheer .

sepihak yang dilakukan oleh pemberi
JHPerdata yang berbunyi :

eri tugas/bouwheer), jika dikehendaki
mborongannya,meskipun pekerjaannya

as/bouwheer) memberikan ganti rugi
ong untuk segala biaya yang telah
serta untuk keuntungan yang terhitung

arkan prinsip in1 bebas memutuskan

kontrak di tengah jalan (walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian) walau tanpa

kesalahan dari pihak pemborong. Pembert

tugas/bouwheer berkewajiban menganti

biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang dari pekerjaan tersebut

kepada pemborong.

Prinsip pemutusan kontrak secara sepihak ini menvimpang dari prinsip

hukum kontrak pada umumnya. Hak men
oleh pemberi tugas/bouwheer dan tidal

dimengerti.

nutuskan kontrak secara sepihak dimiliki

 di berikan kepada pemborong dapat
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Apabila suatu konstruksi terbengk
uang yang berakibat naiknya harga bahan/
pemberi tugas/bouwheer yang lebih bes

Misalnya sulit atau lamanya proses n

31

alai disebabkan karena perubahan nilai
bahan bangunan dan upah buruh. Pihak
ar kemungkinan menghadapi masalah.

nencari pemborong pengganti. Untuk

menghindari masalah, maka undang-undng tidak memberikan pemutusan kontrak

ini kepada pemborong.

Apabila pemborong memutuskan kontrak

sepengetahuan pemberi tugas/bouwheer.
undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian pekerjaan sementara pakg
pembatalan pekerjaan konstruksi;

5

A

pembekuan izin usaha dan/atau profes
pencabutan izin usaha dan/atau profes

Menurut Djumialdji  (1996:18
pelaksanaan perjanjian pemborongan b
majeure. Overmacht/force majeure a
manusia mengakibatkan salah satu pihak
Akibat dan

menanggung kerugian.

prestasinya. overmacht
Dalam peranjian pemboronga

overmacht adalah :

a. Bencana alam, seperti tanah longsor,

b. Kebakaran;

¢. Perang, huru-hara, pemogokan, apide

Kenaikan harga bahan-bahan B

perjanjian pemborongan bangunan terma

h
L

secara sepihak tanpa

lesuai dengan pasal 42 ayat (1) Undang-

jasa konstruksi dapat dikenakan sanksi

rjaan konstruksi;

—

) menyatakan kenaikan harga dalam

z:lgunan dianggap bukan overmacht/force

lah suatu keadaan diluar kekuasaan
dalam perjanjian tidak dapat memenuhi

adalah adanya masalah siapa yang

n bangunan yang dianggap sebagai
gempa bumi, banjir;
mi, pemberontakan.

angunan dan upah-upah buruh dalam
suk dalam risiko. Risiko dalam perjanjian

yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian diluar

kesalahan salah satu pihak.
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Berdasarkan pasal 1604 KUHPgrdata dikenal adanya 2 (dua) macam
perjanjian pemborongan bangunan :
1. Perjanjian pemborongan bangunary dimana pihak pemborong hanya

melakukan pekerjaan saja.
2. Perjanjian pemborongan bangunan dimana pihak pemborong selain
melakukan pekerjaan juga menyediakan bahan-bahannya.

Dalam hal pembebanan risiko, risiko yang di tanggung oleh pemborong

yang melakukan pekerjaan saja berbeda dengan pemborong yang melakukan

pekerjaan sekaligus yang menyediakan hahannya. Hal ini sesuai dengan maksud
pasal 1605 jo pasal 1606 KUHPerdata yang menyebutkan :
Pasal 1605 KUHPerdata yang berbuyi :

Dalam hainya sipemborong diwajibkan memberikan bahannya, dan
pekerjaannya dengan cara bagaitnanapun musnah sebelumnya pekerjaan
itu diserahkan, maka segala |kerugian adalah atas tanggungan si
pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah laiai untuk
menerima pekerjaan tersebut.
Pasal 1606 KUHPerdata yang berbunyt :

“Jika sipemborong diwajibkan mglakukan pekerjaan saja dan pekerjaannya
musnah, maka 1a hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya™.

Sejak pemborong memutuskan untuk memulai  suatu  proyek
(pemborongan bangunan), maka sejak {tu dia telah mengamb risiko. Baik itu
risiko kualitas, risiko biaya dan risikp waktu. Risiko tidak bisa dibatalkan
seluruhnya, melainkan risiko dapat diperkecil (Shahab, 1996:93).

Pihak pemborong tidak dapat |membatalkan perjanjian pemborongan
bangunan dan mengadakan perubahan harga kontrak tanpa persetujuan pemberi
tugas/houwheer. Oleh karena itu kenaikan harga menjadi tanggung jawab
pemborong (Djumialdji, 1996:18).

Risiko atas perubahan nilai uang berdasarkan yurisprudensi MA No. 74
K/Sip / 1969 / tanggal 14 junmi 1969,

secara separoh-separoh. Cara penghit

embebankan risiko kepada kedua pihak
gannya adalah dilakukan dengan cara
jumlah uang dibagi dengan harga emas duiu (pada saat perjanjian) dikali dengan

harga emas pada saat terjadi perubahan mjilai uang.
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Bila terjadi kenaikan harga bah

harus segera memberntahukan kep
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an-bahan bangunan, maka pemborong
da pemben

tugas/bouwheer.  Jika

pemberitahuan kenaikan harga bahan-bghan bangunan di setujui oieh pemben

tugas, maka pemborong dapat menagdjukan perjanjian tambah kurang atau

peyesuaian/perubahan SPK.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Jika terjadi Perubahn Nilai Uang Dalam

PelaksanaanPerjanjian Pemborongan Bangunan

Dalam pelaksanaan perjanjian

dilakukan jika terjadi perubahan nila

pemborongan banguan adalah :

3.3.1 Perjanjian Tambahan (adendu

pemborongan bangunann, cara yang

uang dalam palaksanaan perjanjian

)

Dalam Surat Perjanjian Pemborongan Bangunan telah ada klausula yang

mengatur jika terjadi perubahan nilai u

bahan-bahan bangunan, maka dibuat Pes

tambahan (adendum) berisi pengurangan
mempengaruhi harga borongan/kontrak.
penambahan dan pengurangan pel
borongan/kontrak apabilia :

1. perubahan bestek harus disetujui oleh

2. pemben tugas dan pemborong ha

g yang mengakibatkan kenaikan harga
fjanjian tambahan (adendum). Perjanjian
pekerjaan. Pengurangan pekerjaan dapat
Berdasarkan pasal 1610 KHUPerdata,
(erjaan akan ~mempengaruhi  harga
pemberi tugas/bouwheer:,

membuat perjanjian mengenal harga

borongan penambahan atau penguraIan pekerjaan.

Mengenai penambahan dan pen
pasal 50 dan pasal 51 algemene voorwd
van openbare werken in indonesia
pengurangan pekerjaan dibatasi yang dir

atau kontrak.

gurangan pekerjaan juga diatur dalam
rden voorde unit voering bij aanneming
AV) 1941 dimana penambahan dan

ilainya kurang dari 10% harga borongan

Baik dalam KUHPerdata maupun dalam A.V. 1941 bahwa penambahan

dan pengurangan pekerjaan harus
tugas/bouwher.
Di dalam praktek penambahan

sebagai berikut:

mendapat persetujan dart  pemberi

dan pengurangan pekerjaan ditentukan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

mendapat persetujuan tertulis dari

dengan menyebutkan jenis dan perinc

harga yang disetujui bersama, jika tig

pekerjaan;
Untuk pekerjaan penambahan dan
tambahan (adendum).
Adanya penambahan dan pengurang
untuk mengubah waktu penyelesai
tertulis dar yang memborongkan (Dj

Dengan adanva kenaikan harga b
kemungkinan bagi pelaksanaan perjanji
I. Pekerjaan tetap dilakukan sesuai d

harga kontrak), tetapt adanya p
menghapus suatu pekerjaan dengan ti
Pekerjaan tetap dilakukan sesuai det
harga kontrak), tetapi adanya pengu
mengurangi kuantitas pekerjaan.

Perhitungan untuk pekerjaan ieb

Penambahan dan pengurangan peker

Perhitungan penambahan dan pengu

L
1
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jaan hanya dianggap sah apabila sudah
yang memborongakan (pember tugas)
an pekerjaan yang jelas;

rangan pekerjaan dilakukan atas dasar

lak tercantum dalam daftar harga satuan

pengurangan dapat dibuat perjanjian

ain pekerjaan tidak dapat dipakai alasan
pekerjaan, kecuali atas persetujuan
1aldj: 1996:16).

nhan-bahan bangunan, akan memberikan
pemborongan bangunan.

gan nilai kontrak (tidak ada perubahan
engurangan kuantitas pekerjaan atau
dak mengurang kualitas pekerjaan.

ngan nilai kontrak (tidak ada perubahan

rangan kualitas pekerjaan dengan tidak

h dan kurang dilakukan dalam laporan-

laporan mingguan. Laporan-laporan ini hanya tersedia tempat untuk sebuah

catatan pendek perihal pekerjaan lebih
pemborong memperinci pekerjaan leb

ditandatangani oleh pemberi tugas. Bila

dan kurang. Dalam laporan tersebut si
h dan kurang, dan laporan 1m harus
telah mendapat persetujan dari pemberi

tugas maka pekarjaan lebih dan kurang dapat dilaksanakan.

Perhitungan untuk pekerjaan lebi
sedangkan untuk pekerjaan kurang I
bangunan (Diraatmadja, 1982:62).

Penghematan biaya in1i mempun

perjanjian pemborongan bangunan. Pg

tertentu, meskipun ada peningkatan resiko.

h
L

h dilakukan lewat tambahan pembayaran,

wat penghematan biaya pemborongan

yai tujuan yang baik dalam pelaksanaan

nghematan bisa ditolelir sampai batas
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Menurut Shahab Hamid (1996:84

1. Pemghematan penggunaan dana dan

lebih besar (banyak) dan bermutu, a

sama;

risiko dalam berbagai bentuk.

Keadaan ini akan mempengaruh

Mengakibatkan tugas perencana, pengaw.

penuh risiko.

Perjanjian tambah kurang ini

Penghematan dana dengan langkah

35

)

penghematan diidentikkan dengan :
sumber untuk mendapatkan produk yang
tau setidak-tidaknya dengan mutu yang

penekanan biaya dengan peningkatan

i pelaksanaan pemborongan bangunan.

as, pemborong menjadi tambah berat dan

harus diberitahukan sebelumnya oleh

pemborong kepada pemberi tugas/bouwheer. Apabila pekerjaan kurang ini tidak

tidak diberitahukan kepada pemberi tuga

undang Nomor 18 Tahun1999 adalah :
1)

ketentuan dan mengakibatkan keg

dikenai pidana paling lama 5 (lima)
10% dari nilai kontrak;
Barang siapa yang melakukan

Barang siapa yang melakukan peren|

s, maka sesuai dengan pasal 43 Undang-

canaan konstruksi yang tidak memenuhi

galan pekerjaan konstruksi bangunan
un atau dikenakan denda paling banyak

laksanaan pekerjaan konstruksi ulang

bertentangan atau tidak sesuai dengan keentuan keteknikan yang telah

ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan

bangunan dikenakan pidana paling 1

denda paling banyak 5% dari nilai ka

a 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan

ntrak.

3.3.2 Penyesuaian surat perintah kerja (SPK)

Surat perintah kerja dibuat oleh

sanggah. dan pihak pemborong harus s

untuk melaksanakan pekerjaan. Is1 surat

pemberi tugas setelah berakhirnya masa
egera menyampaikan surat kesanggupan

perintah kerja ialah perintah dari pemberi

tugas agar pemborong segera melaksgnakan pekerjaan dalam waktu tertentu

dengan anggaran dana yang telah disepal
Isi SPK menurut Keppres No. 6

kurangnya harus memuat :

kati.

Tahun 1999 pasal 22 ayat (1) sekurang-

a. para pihak yang terkait serta di tandatangani oleh para pihak;
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b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan;
c. harga tetap dan pasti serta syarat-syaraf pembayarannya;
d. penyerahan dan spesifikasi tenis;

e. jangka waktu penyelesaian/penyerahan;

=

sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi kewajibannya.

Pembayaran melalui SPK atau surpt perjanjian pemborongan bangunan di
lakukan atas dasar berita acara yang mernyatakan bahwa penyerahan barang/jasa
atau prestasi pekerjaan telah di selesaikan|sesuai dengan SPK atau surat perjanjian
pemborongan bangunan (Djumialdji, 1996:15)

Dengan adanya perubahan nilai yang yang mengakibatkan harga bahan-
bahan bangunan naik, maka untuk menjamin terlaksananya pemborongan
bangunan yang telah disepakati dilakukan penyesuaian/perubahan SPK.
Penyesuaian/perubahan SPK ini ditentulfan berdasarkan kenaikan harga bahan-
bahan bangunan.

Perubahan harga kontrak disediakan mekanisme untuk penyesuaian harga
kontrak (adjustment atau revision) terh‘ldap harga kotrak dalam situasi-situasi
tertentu. Terdapat perbedaan antara adjustment price dengan revision price.

Adjustment ofprice dalam suatu [pemborongan bangunan adalah adanya
perubahan dalam konstruksi karena sebab- sebab :

a. ada variasi terhadap konstruksi yang bersangkutan;

b. data yang disediakan sebelumnya tidjk akurat,

c. pekerjaan terhalang dengan rintapgan alamiah yang tidak diprediksi
sebelumnya, :

d. terjadi perubahan policy, kondisi atau regulasi yang bersekuensi terhadap

perubahan konstruksi.

Revision of price adalah perubghan terhadap harga disebabkan adanya

perubahan diluar konstruksi. Perubahan [harga tersebut bukan disebabkan adanya
perubahan dalam konstruksi. Misalnya [perubahan harga kontrak karena adanya
devaluasi, inflasi mata uang, perubahan dibidang policy pajak, tarif upah buruh
yang mengakibatkan harga bahan-bahan|bangunan naik.
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Perubahan harga ini harus diberifahukan sebelumnya oleh pemborong

kepada pemberi tugas. Setelah mendapat

persetujuan dari pemberi tugas, maka

dibuatkan perjanjian tambahan (adendum)) mengenai perubahan harga kontrak

pemborongan bangunan.

Perubahan harga kontrak/revisi bjaya, dengan menggunakan cara-cara

sebagai berikut :

(2

Dengan menggunakan klausula daftar (jndex clause);

Dalam hal ini perubahan perhitungan bjaya dalam suatu kontrak pemborongan
bangunan (konstruksi) dilakukan dengan bersandarkan pada daftar (index)

harga dan barang tertentu. perubahan harga kontrak disesuaikan dengan

adanya perubahan dalam daftar harg

barang dan jasa tersebut antara yang

terjadi pada saat kontrak dibuat dengan daftar yang terjadi pada saat harga

kontrak akan di revisi. Dengan sisite
tidak disandarkan pada harga seben
pemborongan bangunan tersebut.
perubahan harga pemborongan ban
Dengan menggunakan metode bukti dd
Dengan menggunakan metode bukt
dilaksanakan sesuai dengan harga
pemborongan bangunan tersebut. J
bangunan jika terjadi perubahan biaya
harga kontrak didasari, yang terjadi
syarat-syaratnya sebagai berikut .

a. di penuhi unsur alasan (reasonablé

daftar harga barang dan jasa tersebut,
mya (actual cost) yang terjadi pada
rubahan daftar juga mencerminkan
(cost of construction).

ykumen ( documentary proof method);

dokumen, perubahan (revisi) harga

]ebenamya terjadi ketika dilaksanakan

di akan dirubah harga pemborongan
yang aktual terhadap mana perhitungan
ketika pelaksanaan kontrak. Adapun

) dar1 perubahn tersebut.dan

b. asaikan perubahan tersebut dila

ukan bukan karena adanya perubahan

dalam hal jumlah bahan (materials), perlengkapan (equipment), atau jasa

(servis) yang bersangkutan dalam konstruksi tersebut (Fuady, 1998:78).

Jika perubahan harga pemborongan bangunan dilakukan karena alasan

perubahan nila mata uang (misalnya |inflasi atau devaluasi), maka dalam

perjanjian/kontrak dapat di buat klausul

dua metode berikut :

yang menggunakan salah satu diantara
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1. Daftar mata uang (currency clause),

Perubahan dari nilai konstruksi menynjuk (refer) kepada jenis mata uang

tertentu. Misalnya digunakan mata uang USA dollar untuk referensi yang
digunakan sebagai acuan jika akan di kukan perubahan harga kontrak yang
disebabakan karena inflasi, devaluasi rypiah dan sebagainya.
2. Daftar perhitungan harga satuan (unit dccount clause),
Perubahan harga kontrak dilakukan dg¢ngan menggunakan acuan indeks rata-
rata dar beberpa mata uang.
Keluwesan atau kekakuan para |pihak dalam pelaksanaan perjanjian
pemborongan bangunan akan mempengaruhi penyelesaian terjadinya perubahan
nilai uang yang mengakibatkan kenaikap harga bahan-bahan bangunan dalam

pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan.

Kelambatan penyesuaian atau perubahan Surat Perintah Kerja bisa
menimbulkan terhalangnya pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunar.
Penyesuaian atau perubahan SPK memgrlukan keluwesan dari pihak permberi
tugas dan pemborong agar kontrak vang dj perjanjikan dapat terlaksana.

Perubahan harga konrak di karengkan telah terjadi kenaikan harga bahan-
bahan bangunan di tambahkan kepada harga kontrak. Perubahan harga kontrak
harus diberitahukan secepatnya kepadapgmberi rugas. Perubahan harga kontrak
yang telah di setujui oleh pemberi tugas akan mempercepat pelaksanaan

perjanjian pemborongan bangunan.
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KESIMPULAN

4.1 Kesimpuian

Berdasarkan pembahasan yang t

maka penulis dapat menarik kesimpulan s
|. Pengaruh adanya perubahan nilai
pemborongan bangunan bagi pemt
terhalangnya pekerjaan pemborongal
dilaksanakan tidak tepat waktu. B
mengakibatkan angggaran yang telah
cukup untuk mengerjakan pemborong
Akibat hukum terjadinya perubahan n

bangunan, pemborong tidak bol

—\‘-_.‘__\‘\M
—-_*_.._-N

v @f@ i_“ ,,”..P I Perpustagsgy
DAN N nﬁSITAS JEMBH

lah di uraiakan pada bab sebelumnya
cbagai berikut :

uang terhadap pelaksanaan perjanjian
)eri tugas (bouwheer) mengakibatkan
n bangunan, sehingga pekerjaan yang
ael pemborong perubahan nilai uang
disusun dalam surat perintah kerja tidak
an bangunan.

ilai uang dalam perjanjian pemborongan

*h mengubah harga kontrak tanpa

sepengetahuan pemberi tugas. Apabil

pemborong memutuskan kontrak tanpa

sepengetahuan pemberi tugas denggn alasan telah terjadi kenaikan harga

bahan-bahan bangunan, dapat dike
penghentian pekerjaan sementara pe
konstruksi, pembekuan 1zin usaha, da
Upaya vang dapat dilakukan jika
pelaksanaan perjanjian pemborongan
a. Perjanjian tambahan (adendum)

Dalam Surat Perjanjian Pemborg

an sanksi berupa peringatan tertulis,

erjaan konstruksi, pembatalan pekerjaan

n pencabutan 1zin usaha.

terjadi perubahan nilai uang dalam

bangunan adalah :

ngan bangunan telah ada klausula yang

——

mengatur jika terjadi perubahan nilai uang yang mengakibatkan kenaikan

harga bahan-bahan bangunan, maka dibuat peranjian tambahan

(adendum). Perjanjian tambahan (adendum) berisi pengurangan pekerjaan
batk dari kualitas atau kuantitd

pelaksanaan pemborongan bangu:

s. Agar biaya yang ada cukup untuk

nan.
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b. Penyesuaian atau perubahan Surat

Penyesuaian atau perubahan SPK

mekanisme dalam situasi tertentu

Perjanjian tambah-kurang dan pen

mendapat persetujuan sebelumnya

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas
sebagai berikut :
e

jika terjadi perubahan nilai uang dals
bangunan, karena pada dasarnya pel
perjanjian timbal balik dan bukan pg
ditarik kembali selain dengan kata s

harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perlu adanya pengaturan yang seimbd

40

Perintah Kerja (SPK).
dalam hal 1 harga kontrak disediakan
yesuaian atau perubahan SPK 1mi harus

dari pihak pemben tugas.

penulis menyampaikan beberapa saran
ng antara hak dan kewajiban para pihak
m pelaksanaan perjanjian pemborongan
janjian pemborongan bangunan adalah
rjanjian sepihak. Perjanjian tidak dapat
'pakat kedua belah pihak dan perjanjian

yang mengakibatkan kenaikan harga
pemborong memberitahukan kepada
tujuan pemberi tugas/bouwheer dapat

dibuat perjanjian tambahan (adendunp) mengenai kenaikan harga bahan-bahan

2. Apabila terjadi perubahan nilai ua
bahan-bahan bangunan, hendakny
pemberi tugas/bouwheer. Atas pe
bangunan.

3.

kehati-hatian antara para pihak

perubahan nilai uang dalam pelaksa

Risiko yang timbul seringkali merug
timbul bukan disebabkan kesalahan p

Dalam perjanjian pemborongan bamgunan perlu diterapkan prinsip-prinsip

ntuk menghindari risiko jika terjadi
naan perjanjian pemborongan bangunan..
ikan pemborong. Padahal risiko tersebut

lemborong.
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SHRA T PER FAH FARNE PELAKSANAAN | KONSTRUKST ETISTK

__________ L I R . O e Tt D

PROYEK : PRASARANA FISIK DIREKTORAT JENDERAL FAJAK JAWA TINMUR

PEKERJAAN @ PEMBANGUNAN GEDUNG KPP/KP.PER DANYUWANGI. SELUAS
3.100 M2, (TAHAF 3) DENGAN LUASAK 878 MIZ.

TAHUN AMGGARAN ¢ 1998 / 1999

NOMOR

§ - |180/FROY/ZKPF.KF.FRE/XI/L998.
TANGGAL 0

% HOFPEMRER 1998

Pada hari ini K a m i s, |tanggal L i m a bulan Nopember tahun
Seribu Sembilan Ratus Sembilan Fgluh Delapan, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Nama : IDA BAGUS HANTRA NIF. 0&0 035 44%
Jabatan t Pemimpin Hpgian Proyek Prasarana Fisik
KPP/ KP.FHE Banyuwangi.
Alamat Kantor : Jln. Brawifaya HNo. 28 Banyuwangi.

Rerdasarkan Surat Keputusan Menteri Kewangan Republik Indonesia Nomor @
194/ KM.1 /7 1798 Tanqgoal 26 e i 1978.

Yang dalam surat perianiian ipi disebut sebagai FIHAK FPERTAMA

2. N anma s ISNAIRNI
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha ¥ CV. " SEKAR WANGI "
Berkedudukan : Jin. Letign Sutoyo Ho. 21 Ranyuwanai
Yana didirikan dengan Akte Notaris No.: 16 tanggal 0% April 1981
Oleh Notaris : Weks B A DLy Es SHe

Yang selanjutnya dalam perianiian ini bertindak untuk dan atas nama
CV. " SEKAR WANGI " disebut debagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan @

1. Surat penawaran Nomor & 155/3W/VILI/1798 tanagal 19 agustus 1998
2. Surat Usulan KaKanwil IX DJF|Jawa Timur WNomor :
§-472/WPJ.07/1998 tanggal 1%|September 1998
3. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pajak Nomor ¢ SR-1218/PJ.141/1998.
Tanggal 29 Oktober 1998
4. Surat Penuniukan Femenana Fesilihan Langsung Nomor :
SK=-175/PROY/KPF.KPFRE/1998 Tanggal 30 Oktober 1998
5. Surat Kesanggupan Kerja Nomop @ 232 / 8W / XI / 1998
Tanqaal 31 Oktober 1998.
4. Surat Perintah Keria ( SPK )| Nomor : SFK-179/PROY/KPF.KFPRB/1998
Tanggal 02 Mopember 1998.

Dengan ini menyatakan SETUJU DAN SEPAKAT untuk mengikat diri dalam
suatu perijaniian pemborongan melaksanakan pekeriaan Konstruksi Fisik
dengan  ketentuan-ketentuan d syarat-syarat sebagaimana tercantum
dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini @

FASHL 1
TUGAS DAN LINGKUF FEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi ' tugas | kepada FIHAK KEDUA. dan PIHAK KEDUA

menerima tuqas tersebut, yaitu [untuk melaksanakan pekerjaan:

- Pembanqunan Gedung KPP / KP.RER Ranyuwangi seluas 3.100 m2. (Tahap 3)
dengan luasan 878 m2.

Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan di Jalan Adi Sucipto Nomor @
Banyuwanqgi.
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Felkeriaan tersebut dalam
KEDUA berdasarkan =

: £

RAGAL 2

DASAR PELAKSANAAN FEKERJIAAN.

Gambar gambar (tersebut aambar
gyarat (RKS)., dengan sgmua Pk
Fenjelasan Pekerjaan.

pasal 1 diakas harus dilaksanakan oleh PIHAK

deftail )}« Rencana Kerja dan Syarat
rublihan  seswai  dengan berita  acara

Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasistehnis

yang tercantum dalams:

a. Kepres No. 14 Tahun 1994
b. Kepres Wo. 24 Tahun 19935
c. Kepres No. 6 Tahun 1988
d. Inpres No. 1 Tahun 1988
e. Peraturan Beton Indonesia 197
f. Peraturan Umum Instalasi List

1 { PRI 1771 )
rik 1977 (PUTL 1977}

a. Peraturan Konstruksi Kayu Indonésia 1961 ( FKKI 1941}

h. Peraturan Pembangunan Pemerin

tah baerah Setempat.

i. Undang undang No. 1 tahun 1970/ tentany Keselamatan Keria

i. #.Ve Tahun 1941.

1. Surat Keputusan bersama BAFFENAR dan DEFARTEMEN KEUANGAN RI Nomar
654/D.V1/02/1978 tanggal 10 Pebpuari 1998

§.E-36/A/21/0293
1. SK. Dirien Cipta Karya Depar
1 April 1997.

m. D.I.F APEN Nomor 0687/ XN/ 3/ -

temen FU No. 295/KFTS/CK/1997 Tanggal

-/1998 Tql. @ 31 Maret 1998

n. REVISI DIF Homor 3 5-218/WA.094RD.03/1998 Tgl. : 12 Oktober 1978

FASAL

3

DIREKSI / PENGAWAS FEKERJAAN

Untuk melaksanakan pengendalian
atas pengawasan dan tindakan p
Konsultan Fengawas OV. BLAMBAN
sebagai Direksi Pekeriaan yang
PERTAMA dan akan diberitahukan s

Apabila Fejabat yang ditunjuk da
dapat menjalankan kewaiibannya
penggantinya secara tertulis dan

PIHAK KEDUA harus mematuhl sega
atan FPerintah Direksi Peherjaan

FAS
RAHAN ~ BAHA

Kahan « Alat -alat dan segala
melaksanakan pekerjaan pembovrong
ini harus disediakan oleh PIHAK

FIHAK KEDUA waiib membuat Gu
menyimpan  bahan  dan peralatan
menindahkan bahan dan alat guna

PIHAK FERTAMA ¢/ Direksi Pekerjaa
disediakan oleh PIHAK KEDUA.
persyaratan.

Jika bahan dan &lat tersebut
Pekerjaan., maka PIHAK KEDUA hary
tersebut dari  lokasi dalam wal
dengan yang mementhi syarat.

pelaksanaan pekeriaan Yand terdiri
efgoreksian, PIHAK FERTAMA menuniuk
GAN TAMA Eng. Furwoharjo - Banyuwangi
bertindak untuk dan atas naba FIHAR
ekara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

lam ayat 1 ini berhalangan ataw tidak
maka PIHAK PERTAMA akan menuniuk
disampaikan kepada FIHAK KEDUA.

la petuniuk ( dalam hal teknis ) dan
A PIHAK PERTAMA.

GL. 4
N DAN ALAT — ALAT

cesuatunya yang diperlukan urn tulk
Ln tersebut dalam pasal 1 perjaniian
KEDUA .

Hang atau tempat yang haik untuk
serta menyediakan anghkutan untuk
lancarnya pekeriaan.

n berhak menolak bahan dan alat yanag
Jika kwalitasnya tidak memenuhd

ditolak oleh FIHAK PERTAMA / Direksi
s segara menyingkirkan bahan dan alat
tu 2 X 24 iam kemudian menggantinya

i)
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or

Ditempat pekeriaan harus

Tidak tévsqﬁiaﬂya Waan) ( B (404
alasan untuk kelambatan pekerjaan.

FASHAL

TENAGA KERJ

Agar Pekerjiaan berialan seperti
menyediakan tenaga
jumlahnya.

Ongkos dan upah untuk
FIHAK KEDUA.

pelaksanaan

FIHAK KEDUA waiib

ang ditetapkan, FIHAK
keria yng cukp keahliannya, ketrampilannya, dan

menyelenggarakan program

fidaht | dapaitS tigklgundban detfetad

R
DAN UFAH

KEDUA harus

pekeriaan tersebul ditangqung oleh

Jaminan Sosial Tenaga

Keria (JAMSOSTEK) sesuai dengan pefaturan pemerintah yang berlaku.

FIHAK KEDUA bertangguna

jawab altas segala

kerugian PIHAK FERTAMA

sebagal akibat perbuatan orang-orahg yang dipekeriakan olehnya.

FAaSAL

4

PELAKSANA PIHAK KEDUA

sebagal pimpinan

selalu aa wakil FIHAK
pelaksana / tenapa ahli. yang

KEDUA yang dituniuk
menpunyai wewenang /

kunasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/ memberikan
smemutuskan segala petuniuk dari Direksi Fekerjaan.

Fenunjukan pimpinan
pereetuivan dari PIHAK KEDUA.

Apabila menurut pertimbangan PIHAK

pelaksana / [tenaga

ahli ini harus mendapat

FERTAMA .pimpinan pelaksana/tenaqa

akli yang digunakan oleh FIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang

diperlukan
pada FIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA t

ahli lain yang memenuhi persyaratan

FASAL

maka FIHAK FERTAMA jfan

memberitahukan secara tertulis

arus segera mengaanti dengan tenaga

terseout.

7

JANGIKA WAKTU PELAKSAMAAN

yang tersebut dalam pasal 1 per
(Seratus Dua Fuluh Tuiuh) hari k
keluarkannya Surat FPerintabh leria

Jdangka wakiu pelaksanaan pakerja]n
i

anjian dnd
lender terhitung

sampxl selesai 100 X seluruhnya
ditetapkan selama @ 127
seiak tanggal di-

( 8FK ) yaitu sejak tanggal @ Q2

Nopember 1998 atau paling lambat Harus diselesaikan/ diserahkan untuk

vang pertama kalinya pada tanggal |:

Waktu
dirubah

penyelesaian  tersebut dalam
oleh FIHAK KEDUA kecualli

diatur dalam pasal 8 perianjian ini

Fekeriaan sesuail dengan pasal 14

saian ditambah.

FASAL

perjaniian ini dan
persetuivan dari PIHAK PERTAMA sdcara tertulis

08 Maret 199%.

ayat 1 opasal ini tidak
adanya keadaan memaksa
atau adanya

dapat
seperti
perintah penambahan
harus mendapat
bahwa waktu penyele-

" KEADAAN MEMAKSA

Yang dimaksud / termasuk keadaan semaksa adalah peristiwa — peristiwa

seperti berikut:

a. Hencana Alam (Gempa bumi, tanall longsor. baniirv).

b. Kebakaran.

C. Perang, huru hara,
secara keseluruhan
pemborongan ini.

pemagokan. pemberontakan dan
ada hubungdnnya dengan

Epidemi yang
penyelesaian pekeriaan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Keadazan memaksa  seperti’ dimaksud
kebenarannya harus dibuktikan den
keputusan dari Femerintah / Instansi

Apabila terjadi keadaan memaksa P
kepada PIHAK FERTAMA zecara teriulis

pada  ayat 1 “perianiian  ini
gdn persyaratan  resmi dan atau
Yan Lerwenand.
IHAK KEDUA harus memberitahukan

¢elambat - lambatnya dalam waktu

14 hari seiak teriadinya keadaan memaksa berakhir.

Atas pemberitahuan FPIHAK KEDUA. FIH
menolak pemberitabuan tersebut, bil
jawxban maka PIHAK FERTAMA dianggap
tersebut.

Rilamana keadaan memaksa ditelak
ketentuan-ketentuan pada pasal 18, 1

FAGAL

A
a
m

K FERTAMA harus menyetujui atau
PIHAK PERTAMA tidak memberikan
pnyetuiui adanya keadaan memaksa

MASA PEMELIHARAAN

Masa pemeliharaan atas hasil pekeriag
hari kalender sejak tanggal pekeriaan
PIH&K FPERTAMA dalam keadan baik yang

obleh PIHAK FPERTAMA maka berlaku
P20

?

n ditetapkan selama = 7 ( Tujuh)

selesal dan diterima baik oleh
dinyatakan dengan Berita Acara

Femgliharaan.

ikan yanag dilakukan dalam masa

Dalam hal adanya perhaikan = perhd
penelinaraan  melampaui jangka wakty yang ditetapkan dalam ayat 1
pasal 1ini maka masa pemeliharaan dihitung sampai berakhirnya /

selesainya pekeriaan perbaikan tersebut.

Semua biaya perbaikan yang dikelgarkan dalam masa pemeliharaan

ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak
dimakeud ayat 1 dan 2 pasal
FIHAK KETIGA untuk melakukan atas
KEDU#.

FASAL

JaMINAN FELAKS

Untuk meniamin pelaksanaan

ini ma
b

peEkeriaan
lambatnya pada saat perianjian ind d

melakukan perbaikan sebagaimana
bx PIHAK FERTAMA dapat menunjiuk
Laya yang dibebankan kepada PIHAK

1.0

ANAAN

borongan maka selambat-
itanda tangani, PIHAK KEDUA waiib

menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Felaksanaan Fekeriaan berupa
Surat Jaminan dari FT. "ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA FUTERA" Banyu-

wanqi MNomor Bond @ BWIL1Z202980097,

Rp. 492.975.000,00 ( Empat Puluh Sembilan
Puluh Lima Ribw Rupiah ) atau 3 7% d3

Surat Jaminan tersebut pada ayat 1
wleh FIHAK FERTAMA kepada  FIHAK
dilaksanakan dengan baik ataw setels

Dalam Surat Jaminan Felaksanaan terg
ketentuan bahwa  Jaminan Pelaksanadar

dicairkan oleh FPIHAK FERTAMA bilamana terjadi

oleh PIHAK KEDUA.

anggal 4 Mopember 1998, sebesar @
Juta Sembilan Ratus Tuiuh
ri harga borongan.

pasal ini akan diserahkan kembali
KEDUA, setelah pekerjaan selesal
h penyerahan pertama.

ebut pada ayat 1 diatas harus ada
meniadi milik negara dan dapat
pemutusan perianiian
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FASAL 2
JAMINAN UANG HUKA

Sebelun pembayaran uang muka oleh PFIHAK PERTAFA kepada FIHAK KEDUA
dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib mepyerahkan kepada FIHAK PERTAMA
Jaminan Uang HMuka berupa Surat Jaminpn dari FT. Asuransi Kerugian
JASA  RAHARJA PUTERA Banyuwangi Homopr = BWI.1302980083 Tanggal 04
Nopember 1998 sebesar Rp.299.850.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh
gembilan Juta Delapan Ratus. Lima Puldh  Ribu Rupiah) ataw 30 # dari
harga borongan, FIHAK PERTAMA membayar uang muka kepada FIHAK KEDUA
sebesar Jaminan Uang Muka tersebut.

Pengembalian Uang MMuka tersebut dalam ayat 1 pasal ini, secara
bherangsur—angsur akan diperhitungkan dalam tahap-tahap pembay&arran
sebagaimana termaksud pada pasal 134 dan diperhitungkan lunas pada
pembayaran fisik 100 X (Penyerahan ke|Satu).

Dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebpt dalam ayat 1 pasal ini harus
ada ketentuan bahwa Jaminan Uang  Mukp meniadue milik negara dan dapat
dicairkan oleh FIHAK PERTAMA bilamang teriadi pemutusan perjanjiian,
dengan memperhitunghkan prestasi  pekpriaan - yang telah dilaksanakan
oleh FIHAK KEDUA.

FASAL s
HARGA BORONGAN

Jumlah Harga Borongan pekeriaan tersebut dalam pasal 1 Surat
Ferjanjian ini adalah sehesar Rp 999 {500.000,00 ( Sembilan Ratus Sen-
bilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratug Ribu FKupiah ) yang dibebankan
pada DIF. Nomor @ 0&64/XV/5/--/1978, Tanggal 31 Maret 1998 dan Revisi
DIF Hompr @ S-218/WA.07/BD.03/19%8 Tanggal 12 Oktober 1998 .

palam iumlah harga borongan tersebutl diatas sudah termasuk segala
pengeluaran pemborong / beserta pajak-pajak dan pungutan—-pungutan
lainnya yang harus dibayar oleh FIHAK KEDUA sesual dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. y

FASAL 13

CARA PEMBA[ARAN

Fembayaran harga borongan tersebut  dalam pasal 12 diatas. dilakukan
secara bertahap sesuai dengan prestasi pekeriaan sampai dengan perincian

sebagal berikut :

1.

Fembayaran Uang Muka sebesar : 30 X dari harga borongan yaitu :
30 % x Rps997.500.000,00 =Rp.299.850.000,00 (DPua Ratue Sembilan Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Lima PuUluh Ribu Rupiah) akan dibayarkan
pada PIHAK KEDUA setelahb PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka
sebesar 30 ¥ dari harga borongan dari Fank Pemerintah atau Asuransi
Kerugian dengan suatu Berita Acara yand dituat oleh FIHAK PERTAMA dan
diketahui oleh Peiabat yang berwgnang dari Instansi Teknis atauw
Pejakat yang dituniuk olehnya.

Fembayaran Fertama sebesar : 20 % flari harga borongan dikurangi Uang
Muka dengan rincian ¥ 20 4 = (20 % % 30 %) = 20 % - 6 A = 14 % atau
14 % % Rp.999.500.000,00 =Rp.139.950.000,00 (Seratus Tiga FPuluh Sem—
bilan Juta Sembilan Ratus Tiga Fuluh Ribu Rupiah).

Akan dibayarkan pada PIHAK KEDUA | setelah prestasi fisik pekeriaan
mencapai 2% % dan dinyatakan dengap Berita Acara kemajuan pekerjaan
yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan disetuiui oleh FIHAK PERTAMNA
dan diketahui oleh Pejabat -dari Djpartemen Fekeriaan Umum atauw Peja-
hat yang ditunjuk olehnya.

-~
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wn
s

Pembayaras Hedid

Muka dengan rincian ¢ 30 2 - (30 7%

21 % % Rp.999.300.000,00 =Rp.202.893.000,00 (Dua Ratus

seeSsall) ¥/ oD LSZ kigr i Haliga “horangan-ditlany i ™ iang

X 30 %) = 30 K- 9 ¥ = 21 ¥ atau
Sembilan Juta

Delapan Ratus Sembilan Fuluh Lima Ribu Rupiah).

Akan dibayarkan pada FPIHAK KEDUA
mencapai 9% ¥

yanyg dibuat oleh Konsultan Pengawas

dan dinyatakan dengan Berita

setelah prestasi Tisik pekerjaan
Acara kemajuan pekeriaan

dan disetuiuvi oleh FIHAK FERTAMA

dan diketahuni oleh Peiabat dari  Degartemen Pekeriaan Umum atau Peia-

bat yang ditunjuk olehnya.

Fembayaran Ketiga sebesar @ 25 X

ari harga borongan dikwrangi Uang

: d
Muka dengan rincian ¢ 23 Z~(2% % x J0 ¥) = 28 % - 7,9 % = 17,5 % atau

17,5 % % Rp.?97.500.000,00 = Rp. 174.912.5%00,00 (Seratus

Empat Juta Sembilan Ratus Dua Relas
fAkan  dibayarkan pada PIHAK KEDUA
mencapai 80 2
yang dibuat oleh Konsultan Pengawas

dan dinyatakan dengarn Berita

Tuiuh Fuluh
Ribw Lima Ratus Rupiah).

setelah prestasi fisik pekerjaan
Acara kemajuan pekeriaan
dan disetujui oleh FIHAK FPERTAMA

dan diketahui oleh Pejabat dari Departemen Pekeriaan Umum atau Feja-

bat yang ditunjuk olehnya.

Fembayaran Keempat sebesar @ 20 ¥ dari harga borungan dikurangi Uang
Muka dengan rincian @ 20 #-(25 % x 30 %) = 20 % - 7,5 % = 12,5 ¥ atau

12,5 % x Rp.999.500.000,00 = Rp. 124.937.500.00 ( Seratus

Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Pulut
Akan dibayarkan pada PIHAK KEDUA

mencapal 100 X dan diserahkan untuk
dalam Berita Acara yang dibuat olel
oleh FIHAK FPERTAMA dan

diketahui

Dua Fuluh-
Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ).
setelah prestasi  fisik pekeriaan
pertama kalinya dengan dinyatakan
Konsultan Fengawas dan disetuiui

oleh FPejabat dari Departemen

Pekeriaan Umum atau Feiabat yang di{unjuk olehnya.

Fembayaran Kelima sebesar : 5 % dagi  harga barongan dikurangi Uang
Mluka dengan rincian 3 5 % -~ 0 X3 8% - 0% =5 ¥ atau sebesar ¢
X Rp.9992.500.000,00 = Rp. 49.975.000.00 ¢ Empat Fuluh Sembilan-

Juta Sembilan Ratus Tujuh Pulub Limd Ribu Rupiah).
Akan dibayarkan pada FIHAK KEDUA selelah selesainya masa pemeliharaan

sesual dengan pasal 9 perjaniian ind
kedua yang telah disetujui dan ditd
diketahui oleh Pejabat dari  Depart
yang ditunjuk olehnya.

Tahap-tahap pembayaran diatas dilaky
dan Kas Negara di Banyuwangi.

FASAL
KENATKAR K

Kenaikan harga bahan, alat, upah 9
pemborongan ini ditanggung oleh FIHS

Fada dasairnya FIHAK KEDUA tidak dapd
kenaikan harga bahan, alat, upah
/7 kebijaksanaan Pemerintah Republil
yang diumumkan secara resmi dan df
khusus untuk pekeriaan pemborongan.

FASAL

L

dengan Herita Acara serah terima
rima baik oleh FIHAK PERTAMA dan
emen Pekerjaan Umum  atau Pejabat

kan melalui Kantor Perbendaharaan

14
ARGA

elama masa
Wl KEDUA.

pelaksanaan pekeriaan

t mengajukan tuntutan/ klaim atas
kecuali apabila terjadi tindakan
. Indonesia dalam bidang Moneter
atur dalam peraturan Pemerintah

[

EEKERJRQN TAMBAK DaN KURANG

Fenyimpangan-penyimpangan / peruba
penambahan/ pengurangan pekerjaan h
perintah  tertulis dari PIHAK PERT
perincian pekerjiaan secara jelas.

G-

an = perubahan Yang merupakan
nya dianggap sah sesudah mendapat
Mh  dengan menyebutkan jenis dan

™

S


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

q.

n
.

Ferhitungar (C|aena b abem’ pﬁnquﬁnwg&n.n&ﬁnrjaan i ahetan  RbEA ERgAF
harga satvanKontrak untuk pekEF ] adn-~pekerlaah yang  Hama (¢ telstbut

didalam Kontrak ).

Ferhitungan penémbahan/ pengurangan pekeriaan dilakukan atas dasar
harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, iika tidak tercantum

dalam satuan pekerjaan yang did
berlaku.

Adanya pekeriaan tambah/ kurang ti

asarkan pada harga pasaran yang

flak dapat dipakai sebagal alasan

urtuk merubah  waktu penyelesaian pekeriaan kecuali atas pErsetuiuan

tertulis dari PIHARK PERTANA.

Untuk = pekerjaan
tambahan / fddendum Kontraka

FASAL

tersebut di aftas dapat dibuatkan

perjaniian

lé

PENGAMANAN TEMPAT KERIA DAN TENAGA KERJA

FIHAK KEDUA bertanggung iawab atas

keria kebersihan  halaman, bangunar,

pekerjaan berlangsung.

keamanaan tempat kerja dan tenaga
alat dan bahan bangunan selama

FIHAK KEDUA bertanggung jawab at;s penyediaan sarana untuk menjaga

keselamatan tenaga kKeria guna o

nghindarkan bahaya yang mungkin

teriadi pada saat pelaksanaan pekeriaan.

Jika terjadi kecelakaan pada saaf
KEDUA diwajibkan memberi pertolong
yang dikeluarkan sebagai akibatnys
FIHAK KEDUA.

pelaksanaan pekeriaan maka PIHAK
an kepada korban dan segala biaya
menjadi beban dan tanggung Jawab

FIHAK KEDUA waiib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat

kesehatan dan ketertiban dalam  hal
dilokasi pekerjaan.

Hubungan antara tenaga keria dengan' PIHAK KEDUA sepanjang tidak

tenaga kerjanya tinggal sementara

diztur secara khusus, tunduk pada peraturan pemerintah yang berlaku.

- PASAL

17

LAPORAN

PIHAK KEDUA waiib membuat laporgn berkala berupa laporan

harian

mengenai pelaksanaan pekeriaan secpra keseluruhan yaong dibuat rangkap
empat dan diserahkan kepada pihak FERTAMA paling lambat dua hari

setelah setiap periode terakhir.

FIHAK KEDUA waiib membuat catatan'yanq jelas mengenai kemajuan
pekerigan yang telah dilaksanakan dan jika diminta oleh FIHAK PERTAMA
untuk pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.

Segala laporan/ catatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dibuat
dalam bentuk buku harian yang telah disetuiui Direksi dan  harus

selalu ada ditempat pekerjaan .

PIHAK KEDUA wajib membuat / menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA : Foto

dokumentasi  yang dimasukan dalan

album proyek tentang pelaksanaan

pekeriaan, perkgmhaﬁgan bagian-bagian pekeriaan sampai selesai.

FIHAK KEDUA wajiib membantu pengadas pekeriaan melaksanakan/mencatat

segala hal ikhwal jalannya proyek

dan waiib menyerahkan kepada FIHAK

FERTAMA gambar pelaksanaan ( As byild drawing ).

e
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PASAL. 18

SANGSI DAN DENDA

Jdika FIHAK KEDUA mendapat peringatan tertulis tiga kali berturut-
turut dan tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam
pasal 3. 4, ayat 1, 2 dan 9 pasal (3 ayat 1 dan 3, pasal 15, ayat 2
dan 4 pazal 16 perianjian ini, maka setiap melakukan kelalaian FIHAK
KEDUA waiib membayar denda kelalailan sebesar 1/30 x & X dari harga
borongan.

Jika FIHAK KEDUA tidak dapat menyglesaikan pekeriaan borongan seswail
dengan  Jangks  waktu pelakeanaar yanyg tercantum - dalam passl 7
perianiian  ind, wmaka setiap hardi  kelambatan PIHAK  KEDUA  wadilb
membayar denda kelambatan sebesar | 1/30 2 5 ¥ dari  harga borongan,
ataw maximal % 7 x harga borongan.

Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini akan diperhbitungkan
dengan kewajiban pembayaran FIHAK RERTAMA kepada FIHAK KEDUA.

FasaL. 17

RESIIKD

Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA |musnah dengan cara apapun sebelum
diserahkan kepada FIHAK FERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab
sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul kecwali PIHAK FPERTAMA
telah lalai wntuk menerima hasil pekeriaan tersebut.

Jika hasil pekeriaan PIHAK  KEDUA [sebagian/ seluruhnya musnah diluar
kesalahan kedua belah pihak sebelud pekerjaan diserahkan kepada FIHAK
FERTAHA dan FIHAK FERTAMA tidak lalai untuk senerima/menyetujui hasil
pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul  akibat keadaan

it akan ditanggung bersama kedua|belah pihak secara musyawarah dan
mufakat.

Jdika hasil pekerjaan FIHAK KEDU& s¢bagian/ seluruhnya disebabkan wleh
cacat yang tersembunyi dalam strukturnya ataw disebabkan oleh
retaknya tanah maka FPIHAK KEDUA bertanggung jawab 10 tahun terhitung
sejak tanggal serah terima pekeriagn kedua. )

Jika hasil pekeriaan PIHAK. KEDU® sebagian/ seluruhnya disebabkan
karena kesalahan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) atau disebabkan
berubahnya penggunaan / fungsi wmgka segala  keruglan yang timbul
ditanggung oleh FIHAK FERTAMA.

Jika pada waktu pelaksandan pekeriaan terjadi kemaxcetan .yang
diakibatkan tidak tercsedianya bahan dan  alat karena semata-mata
kesalahan FIHAK KEDUA maka segalalresiko akibat kemacetan pekerjaan
tersebut menjadi tanggung jawab FIHAK KEDUA. '

Segala perscalan dan  tuntutan tepaga kerja menjadi tanggung jawab
FIHAK KEDUA dengan kata lain PFPIHAK KEDUA meabebaskan FIHAK PERTANA
dari segala tuntutan tenaga kerik dengan pelaksanaan pekerjaan ini
baik didalam maupun di{par pengadilan.

Rilamana selama .PIHhK KEDUA melaksanakan pekeriaan  pemborongan ini
menimbulkan kerugian bagi FIHAK KETIGA maka segala kerugian tersebut
ditanggung cleh PIHAK KEDUA.

-
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RAIND £9

FENYELESALAN FERSE

diseplesaikan dengan musyawarahs

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan
akan diselesaikan oleh satu panitia pdndamad

juri, dibentuk dan diangkat oleh kedua

LIS THAN

. Jika terjadi perselisiban  kedua belah pihkak pada

- Seorang wakil dari FIHAK PERTANA sebigail anggota.

= Georang wakil dari PIHAK KEDUA sebagd
Seorany FIHAK KETIGA yang ahli sebag
belah pihak. !
Keputusan. panitia pendamai ( ARRITRAGE
pihak dan biaya penyelesaian persell
belah pihak.

Eksekusi  keputusan sebagaimana dimak

PASAL 21
FEMUTUSAN FERJIANT

FIHAK FERTAMA berbak memutuskan ﬂarjr
sepihak dengan pemberitabuwan secara e

)

sud

ITAN

niila

sihan int

i angguta.
ai ketua

dasarnya akan

secara musyawarahy maka
yang berfungsi sebagal
kelah pihak terdiri dari @

yang disetuiui kedua

int  mengikat kedua belah

ayat 3 pasal
dimintakan pelaksanaannya melalud Penghdilan Negeri setempat.

dipikul oleh kedua

ini dapat

n  penborongan ini  secara

Ftulisz 7 hari sebelumnys telah

melakukan peringatan / teguran 3 kalli berturut - turut kepada FIHAK

KEDUA ¢
a. Dalam satu bulan terhitung et
Femborongan ini  tidak / belum M
sebagaimana diatwr dalam pasal 1.
b. Dalam waktu satu bulan bertunu
penyelesaian pokeriaan pemborongan |i
c. Becara langsung / tidak langsung
pekerjaan pemborongan ini.

It
ulai
t
ni.
deng

anggal Surat
melaksanakan

turul  tidak m

an sengaja

me

Ferianiian
pekeriaan

elanjutkan

mperlambat

d. Memberikan keterangan tidak bengr yang dapat merugikan FIHAK
FERTAMA sehubungan dengan pemborongan ini.

e. Jika pekerjaan pemborongan ini  fdilaksanakan

sesuai jadwal ( time scedule ) y&ng dibuat oleh FIHAK
disetuiui oleh Direksi Fekeriaan /|PIHAK FERTAMA.

. Jika terijadi  pemutusan perianjian  in

FERTAMA sebagaimana dimaksud dalam apa

t 1

i s

FIHAK KEDUA tidak

KEDUA dan

ecara sepihak oleh FPIHAK

pasal iniy

FIH

dapat menuniuk pemborong untuk melpksanakan pekeriaan p

tersebut.

FIHAK KEDUA harus menyerahkan FPIHAK FERTAMA

perhitungan dan  kelerangan lain I é
perjaniian pemborongan ini.

ngy

berhubungan

FIMAK KEDUA harus membuat berita acara perhitungan
pekerjaan yang telah dilakukan/disellesaikan sebelum adanya penutusan

perjanjian kerja.
FASAL 22

PQJﬁK DAN EBEA [MATERAIL

Berdasarkan UndaanUnﬂang RI nomor 7 |Ta
Bea MWaterai dari surat perianiiar

hun
ini

den

pres

A PERTARA
emborongan

segala avsip gambar,

gan  surat

tasi hasil

199% tentang Bea Materai,

sehesar

Rp

2.000,00

dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan ditempelkan dalam surat perianiian
ini baik yang asli 2 buah dan semua tenbusannya.

wa
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Segala Lendslaabiak\ Qadn/ dlbeba
dilunasi pada Kantor Kas Negara (
dan Kas Megara ) di Banyuwangi

segera setelah ditanda tangani sur

" FASAL

TEMFAT IKE

Segala akibat yang teriadi dari
pihak telah

Segala  sesuwatu yang

akan diatur lebih lanjut dalam sut

e o»

Surat perjaniian

dan FIHAK KEDUA
berkepentingan.

selebihnya

FASBAHL

KETEMTUAR

Dengan ditanda tanganinya surat pe
PERTAMA, FIHAK KEDUA maka selu
pasal - pasal surat perjaniian pe
didalam dokumen - dokumen yang m
tidak terpisahkan dengan surat

segala sangsinya mempunyai kekuat
undang-undang bagi kedua belah

pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Un

Yang dimaksud dengan dokumen-doku
adalahb dokumern - dokumen yang ada
surat perjaniian pemborongan ind

KEDUA yang meliputi

Fernawaran harga borongan ( LUMF

Kontrak.
Rencana kerja dan syarat-syvarat
Gambar-gambar rencana.

Herita acara.

»
= Laporan harian, mingguan dan bu

rifan- Helpad &
alam hal ini Kantor Perbendahairzan

pel
memilih tempat keduduks
Kantor Kepaniteraan Fengadilan Neger|

diatur dalan
ataw perubahan-perubaban yang dips

ini dibuat dald
dari dua asli bermateratl cukup yd

dit

P HAELKEDURS Idan Garas
tauw pada Dinas lain
at perjanjian ini.

yang dituniuk

-y

-
L)

DUDUKAN

aksanaan perianiian indi kedua belah
n / domisili yang tetap dan syah di
i setempat.

Lo
g

L AIN

surat perianiian pemborongan ini
ndang perlu oleh kedua belah pihak
at perianiian tambahan ( Addedum ).

m  rangkap 1Z ( Dua Helas ) terdiri
ng sama kKuatnya untuk PIHAK PERTAMA
yerikan kepada pihak - pihak vang

LA

2
RS

FENUTUR

prianiian pemborongan ind oleh PIHAK
rube ketentuan  yang tercantum  dalam
borongan int dan  seluruh ketentuan
rupakan kesatuwan serta bagian yang
erjaniian pemborongan  ind termasuk
n yang mengikat dan berlaku sehaqai
pihak berdasarkan ketentuan dalam
ang Hukum Ferdata.

en tersebut dalam ayat 1 pasal ini
pada saat mulai, selama dan sesudah
herlaku bagi PIHAK PERTAMA dan FIHAK

UM FIXED FRICE KONTRAK )

Laran.

10
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FASAL

FUE &Y

1. Dengan dan karena ketentuan
pasal 12246 Kitab Undang Undang

pasal 24

26
y (8 I

tersebut,
Hukum Perdata tidak

ketentuan pada
diperlukan lagi

dalam perjaniian ini apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kKewaiibannya.

2. Kontrak ini berlaku pada saat di

PIHAK KEDUA

cY. "SEKAR WANGTIT"

Direktur

HENGE

KEFALA DIMAS
CIFPTA KARYA

tanda tangani oleh kedua belah pihak.

FIHAK PERTAMA
PEMIMFIN BAGIAN PROYEK
PRASARANA FISIK KPP/KP.PBB

. BANYUWANGI

WIP. 060 035 449

T & U 1 E

FPEKERJAAN UMUM
DAERAH FROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

n Tingkat I
D10 086 536
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